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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu elemen pokok dalam pelaksanaan 

birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang ASN, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal 

tersebut, ASN diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam penyelenggaraannya, ASN memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Terdapat tiga 

fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan 

pemersatu bangsa. Sedangkan, tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan 

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi di atas memerlukan nilai dasar sebagai pedoman pokok. 

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, terdapat 

tujuh nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, 

adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh nilai dasar tersebut populer disebut sebagai nilai 

BerAKHLAK serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai-

nilai tersebut perlu diinternalisasi dan diimplementasikan, salah satunya, melalui proses 

pengelolaan atau manajemen guna mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja 

tinggi. Dalam konteks birokrasi dan pemerintahan yang semakin banyak melibatkan peran 

teknologi digital, manajemen ASN perlu diadaptasikan secara cermat dan terarah melalui 

pemanfaatan teknologi secara terintegrasi secara sistem dan data guna memudahkan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan publik. Upaya tersebut merupakan 

perwujudan SMART ASN yang didesain guna mendukung dan mencapai Smart Governance, 

yaitu sistem tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam 

rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Salah satu langkah peningkatan kapasitas ASN guna mewujudkan Smart Governance 

tersebut adalah melalui kegiatan pelatihan dasar. Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, 

kegiatan pelatihan dasar bagi CPNS diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Legislatif. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan karakter dan 

kompetensi sehingga CPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta dapat 

menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai core values 

ASN. Dengan demikian, diharapkan CPNS dapat meningkatkan profesionalisme, integritas, 

dan kompetensi mereka melalui serangkaian agenda di dalam pelatihan dasar. 
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Sebagai salah satu produk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI 

Tahun 2024, naskah laporan aktualisasi ini merupakan hasil dari perwujudan gagasan kreatif 

penulis yang dikombinasikan dengan muatan nilai-nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan 

SMART ASN. Gagasan tersebut bermula pada proses identifikasi di unit kerja Bagian Risalah 

yang memunculkan tiga isu, yaitu belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi, 

belum tersedianya alur proses evaluasi internal antarjenjang di Bagian Risalah, dan belum 

tersedianya watermark resmi sebagai tanda keabsahan risalah rapat di Bagian Risalah. Ketiga 

isu tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama, khususnya tentang proses penyusunan risalah rapat sementara yang melibatkan aspek 

standar format risalah, evaluasi antarperisalah, dan keabsahan dokumen. 

Isu pertama merupakan masalah nyata dan fundamental yang dialami oleh Perisalah 

Legislatif. Tidak tersedianya format risalah rapat menyebabkan format dari masing-masing 

naskah memiliki perbedaan minor dan mayor, antara lain meliputi penggunaan spasi, 

penebalan huruf, penulisan nama pembicara, dan lain-lain. Keberadaan isu tersebut membuat 

naskah risalah rapat menjadi kurang cukup kredibel untuk diterima publik. 

Isu kedua merupakan tahap akhir penyusunan risalah rapat yang berkaitan dengan 

penilaian terhadap hasil kinerja Perisalah Legislatif. Pada hakikatnya, evaluasi diperlukan 

guna mengukur dan mengetahui secara empiris hasil risalah rapat yang disusun secara 

berjenjang. Oleh karena itu, prosedur dan alur evaluasi antarjenjang diperlukan guna 

memperjelas proses evaluasi sekaligus meningkatkan mutu kinerja Perisalah Legislatif 

dalam menyusun risalah rapat. 

Isu ketiga utamanya berkaitan dengan legitimasi dan keaslian naskah risalah rapat. 

Menimbang bahwa risalah rapat terbuka dipublikasikan kepada masyarakat, maka 

diperlukan tanda atau keterangan yang menunjukkan keaslian naskah. Tanda seperti 

watermark resmi berguna sebagai bukti autentisitas dan legitimasi risalah rapat, sekaligus 

menunjukkan kekuatan hukum apabila risalah rapat digunakan sebagai alat bukti dalam 

proses peradilan atau judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 

B. Dasar Hukum 

 Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 memiliki 

dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4 dan 34 

menegaskan tentang asas perilaku pelaku pelayanan publik yang sejalan dengan 

Manajemen ASN dan SMART ASN); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 10 terkait AAUPB yang sejalan 

dengan core values BerAKHLAK & Bab XI terkait pembinaan dan pengembangan 

administrasi pemerintahan); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi 

CPNS); 

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional (Pasal 13 Permen PAN & RB jis. 

Pasal 14 Peraturan BKN 20/2019); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pasal 62 & 63 terkait 

masa percobaan CPNS) (Pasal 34 PP 11/2017 jis. Pasal 62 Permen PAN & RB 6/2024); 

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

10. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan 

Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Pasal 328 terkait pelaksanaan fungsi Pusbangkom untuk menyelenggarakan 

kegiatan pengembangan kompetensi); 

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor SKJ.15 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif; 

12. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor: 

3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
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C. Tujuan 

Pelaksanaan aktualisasi ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

jabatan; 

2. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan 

3. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai dalam peraturan hukum terkait ASN dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan. 

D. Manfaat  

Pelaksanaan aktualisasi ini menghadirkan manfaat sebagai berikut: 

1. Kepada penulis selaku peserta Pelatihan Dasar: 

a. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan nilai-nilai 

BerAKHLAK. 

b. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan nilai-nilai 

Manajemen ASN dan SMART ASN. 

c. Peningkatan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan 

kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai organisasi. 

2. Kepada unit kerja Bagian Risalah: 

a. Asistensi terhadap penyelesaian masalah kekosongan hukum tentang risalah rapat. 

b. Menjadi emerging issue dalam hal perbaikan organisasi, khususnya terkait dimensi 

teknis penyusunan risalah rapat. 

c. Tawaran strategis dan inovatif bagi penyelesaian masalah yang bersifat fundamental 

di unit kerja Bagian Risalah dan Biro Persidangan I. 

d. Kontribusi dan dukungan terhadap visi, misi, serta tugas unit kerja Bagian Risalah 

dan Biro Persidangan I. 
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BAB II  

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan 

sebagai Kesekretariatan Lembaga. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR. Berdasarkan Pasal 3, Sekretariat Jenderal 

mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di 

bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Kemudian, berdasarkan Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR 

RI Tahun 2020-2024, visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut: 

Visi: 

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Misi: 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari 

Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat 

Utama. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas untuk melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada 

DPR RI. Deputi Bidang Persidangan memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi: 

Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang profesional dan modern dalam mendukung visi 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Misi: 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di 

lingkungan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Deputi Bidang Persidangan terdiri dari enam biro guna menjalankan tugas dan 

fungsinya. Keenam biro tersebut yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro 

Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro 

Pemberitaan Parlemen, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI serta Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

DPR RI sebagaimana telah diubah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 

2023, Biro Persidangan I mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

Tugas: 

Menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna serta pelaksanaan 

dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI 

Fungsi: 

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan 

I. 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan. 

3. Pelaksanaan rapat di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Persidangan Paripurna. 

4. Pelaksanaan tata usaha persidangan di Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Persidangan 

Paripurna. 

5. Pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI. 

6. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah. 

7. Penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I. 

8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan. 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Deputi Bidang Persidangan, Deputi 

Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inpektorat Utama. Penulis merupakan Perisalah 

Legislatif Ahli Pertama yang berada di dalam struktur Biro Persidangan I di Deputi Bidang 

Persidangan. Dengan demikian, berikut merupakan struktur organisasi Sekretariat Jenderal 

DPR RI dan Biro Persidangan I: 
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Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Biro Persidangan I 

 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama, tugas dan fungsi jabatan penulis diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional 

Perisalah Legislatif, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi 

penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan 

analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. 



8 
 

Kemudian, pada Pasal 7 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, diuraikan lebih lanjut mengenai uraian kegiatan 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama yaitu: 

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara; 

2. melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan 

risalah rapat sementara; 

3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara; 

4. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan 

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing, 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan 

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

6. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan 

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

7. menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk 

dikoreksi; 

8. melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta 

rapat untuk menjadi risalah rapat resmi; 

9. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

10. melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah; 

11. menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah; 

12. melakukan pembuatan e-risalah: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi; 
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d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; 

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

14. menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah; 

15. menginventarisir dokumen softcopy e-risalah; 

16. membuat sistem database informasi risalah; 

17. melakukan pemasukkan e-risalah ke dalam database sistem informasi risalah: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi; 

d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; 

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

19. melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan; 

20. menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi; 

21. menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan; 

22. melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi; 

d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; 

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi erisalahdalam jaringan intranet/internet 

yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan. 
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BAB III  

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

Bagian Risalah merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang 

memiliki peran vital dalam penyusunan dokumen risalah rapat sebagai salah satu produk 

keluaran yang bersifat resmi. Berdasarkan Pasal 301 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 

Tahun  2020 tentang Tata Tertib, risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan 

berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan 

catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu 

pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang 

menandatangani daftar hadir, dan undangan yang hadir. Dimensi kompleksitas menuntut 

risalah rapat mesti disusun secara tertib mulai dari perekaman audio rapat hingga evaluasi 

kinerja Perisalah Legislatif. Termasuk, pelibatan beberapa properti penting guna mendukung 

penyusunan risalah rapat, misalnya format naskah yang terstandardisasi dan tanda keabsahan 

dokumen. 

Kompleksitas risalah rapat di sisi lain memungkinkan timbulnya beragam potensi 

permasalahan. Sebagai contoh, risalah rapat sebagai dokumen resmi menuntut adanya tanda 

keabsahan dokumen yang dapat menimbulkan potensi permasalahan tentang keberadaan 

tanda atau keterangan sah di risalah rapat. Contoh berikutnya, risalah rapat sebagai dokumen 

yang dihasilkan di banyak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menimbulkan potensi 

permasalahan berupa ketidaksamaan format risalah rapat di satu AKD dengan AKD lain, 

entah karena faktor teknis atau permintaan spesifik dari anggota dewan tertentu. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa sejatinya unit kerja Bagian Risalah memiliki banyak 

potensi permasalahan sekaligus peluang lahirnya gagasan-gagasan baru yang bersifat 

inovatif. 

Pada tabel 3.1 di bawah, disajikan uraian mengenai tiga isu yang berhasil diidentifikasi 

di unit kerja Bagian Risalah berdasarkan environmental scanning. Teknik environmental 

scanning dilakukan dengan mengamati proses kinerja di unit kerja Bagian Risalah serta mengidentifikasi 

hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses kinerja di unit kerja. Masing-masing 

isu dielaborasi  dengan menunjukkan kondisi riil pada saat ini, kondisi ideal yang diharapkan, 

dampak apabila isu tidak diselesaikan, dan keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN 

dalam mendukung Smart Governance. Ketiga isu tersebut kemudian akan menjadi basis 

pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, mulai dari pemilihan isu prioritas hingga penentuan 

gagasan kreatif pemecahan isu. 
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Tabel 3. 1 Identifikasi Tiga Isu di Unit Kerja 

No. Rumusan Isu Kondisi Saat Ini 
Dampak Apabila Isu Tidak 

Diselesaikan 
Kondisi yang Diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan Peran 

ASN dalam Mendukung 

Smart Governance 

1. 

Belum 

tersedianya 

format risalah 

rapat yang 

terstandardisasi 

• Bagian Risalah belum 

memiliki format risalah 

rapat yang seragam, rinci, 

dan terstandardisasi yang 

digunakan di setiap unit 

AKD 

 

• Belum terdapat aturan 

hukum di lingkungan Setjen 

DPR yang secara khusus 

disusun untuk mengatur 

penyusunan risalah rapat 

 

• Setjen DPR merupakan 

instansi pembina yang perlu 

memiliki aturan tentang 

keseragaman format risalah 

agar dapat digunakan oleh 

instansi pengguna 

• Terjadi kerancuan dalam 

proses penyusunan risalah 

rapat di unit AKD yang 

berbeda 

 

• Kerancuan dapat terjadi di 

level instansi pengguna 

menimbang status Setjen 

DPR sebagai instansi 

pembina dalam hal 

penyusunan risalah rapat 

 

• Menimbang risalah rapat 

juga dipublikasikan ke 

masyarakat, maka 

kerancuan format dapat 

menurunkan citra 

lembaga Setjen DPR 

• Bagian Risalah memiliki 

format risalah rapat yang 

seragam, rinci, dan 

terstandardisasi dalam 

aturan hukum yang 

disusun khusus agar 

dapat digunakan di 

setiap AKD dan instansi 

pengguna 

 

• Terdapat aturan hukum 

di lingkungan Setjen 

DPR yang secara khusus 

mengatur penyusunan 

risalah rapat serta dapat 

digunakan oleh instansi 

pengguna 

• Manajemen ASN: 

Menghambat 

perwujudan ASN yang 

profesional dengan hasil 

kerja tinggi sesuai UU 

No. 1 Tahun 2023 

tentang ASN karena 

penyusunan risalah di 

setiap unit AKD menjadi 

rancu dan tidak 

terstandar ketat 

 

• Manajemen ASN: 

Melanggar asas 

profesionalitas, 

keterpaduan, dan 

akuntabilitas dalam 

manajemen ASN 

sehingga membuat hasil 

pelayanan menjadi 

kurang maksimal 
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• SMART ASN: 

Mencederai spirit Smart 

Governance yang 

menghendaki adanya 

kolaborasi dalam tata 

kelola pemerintahan 

 

• SMART ASN: 

Minimnya 

profesionalisme, 

integritas, dan 

adaptabilitas dalam 

pemanfaatan teknologi 

guna menjawab 

tantangan 

2. 

Belum 

tersedianya alur 

proses evaluasi 

internal 

antarjenjang di 

Bagian Risalah 

• Bagian Risalah belum 

memiliki aturan tentang alur 

proses evaluasi internal 

yang melibatkan perisalah 

legislatif di lintas jenjang 

 

• Proses evaluasi antarjenjang 

masih dilakukan 

berdasarkan inisiatif 

mandiri masing-masing unit 

AKD tanpa ada standar dan 

• Terdapat ketidakjelasan 

dalam proses perbaikan 

dan evaluasi dokumen 

risalah yang telah disusun 

dari jenjang bawah ke 

jenjang atas 

 

• Kesalahan dan 

kelemahan kinerja tidak 

terdeteksi secara 

menyeluruh sehingga 

dapat menurunkan 

• Bagian Risalah memiliki 

mekanisme evaluasi 

internal antarjenjang 

yang jelas dan sistematis 

 

• Terdapat standar dan alur 

proses evaluasi internal 

yang melibatkan 

perisalah legislatif di 

lintas jenjang 

• Manajemen ASN: 

Menghambat 

transformasi ASN 

menjadi profesional 

sesuai UU No. 1 Tahun 

2023 tentang ASN 

karena alur evaluasi 

yang jelas dan sistematis 

dapat mendorong kinerja 

ASN menjadi lebih 

maksimal 
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proses penilaian yang 

seragam 

profesionalisme perisalah 

legislatif dan 

menurunkan mutu risalah 

rapat 

• Manajemen ASN: 

Melanggar asas 

profesionalitas, 

akuntabilitas, serta 

efektif dan efisien 

dalam manajemen ASN 

 

• SMART ASN: 

Kurangnya 

profesionalisme dalam 

evaluasi kinerja perisalah 

antarjenjang serta 

minimnya 

pemanfaatan teknologi 

untuk merancang sistem 

dan SOP evaluasi 

berkala 

3. 

Belum 

tersedianya 

watermark resmi 

sebagai tanda 

keabsahan risalah 

rapat dari Bagian 

Risalah 

• Bagian Risalah belum 

memiliki watermark resmi 

sebagai tanda keabsahan 

risalah rapat produksi 

Bagian Risalah Sekretariat 

Jenderal DPR 

 

• Dokumen risalah hanya 

menggunakan tanda paraf 

atau keterangan tertulis di 

• Dokumen risalah tidak 

memiliki tanda keabsahan 

yang membedakan dari 

dokumen palsu dari luar 

Bagian Risalah. Hal 

tersebut dapat membuka 

celah kejahatan hukum 

yang memanfaatkan 

dokumen risalah 

 

• Bagian Risalah memiliki 

watermark resmi sebagai 

tanda keabsahan risalah 

rapat yang disusun oleh 

Bagian Risalah 

Sekretariat Jenderal DPR 

• Manajemen ASN: 

Kurangnya komitmen 

terhadap perwujudan 

ASN yang profesional 

sesuai UU No. 1 Tahun 

2023 tentang ASN 

karena masih rendahnya 

keinginan untuk 

meningkatkan mutu 

risalah rapat sebagai 
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ujung kanan atas halaman 

kepala risalah sebagai 

identitas dokumen 

• Mengingat risalah rapat 

juga dipublikasikan ke 

masyarakat dan dapat 

disebarluaskan, maka isu 

ini dapat memicu 

pertanyaan publik tentang 

kredibilitas dan 

autentisitas dokumen 

risalah 

produk resmi Sekretariat 

Jenderal DPR 

 

• Manajemen ASN: 

Melanggar asas 

profesionalitas dan 

akuntabilitas dalam 

manajemen ASN yang 

berpengaruh terhadap 

keabsahan dokumen 

risalah rapat 

 

• SMART ASN: 

Kurangnya 

profesionalisme dan 

pemanfaatan teknologi 

untuk meningkatkan 

keabsahan dokumen 

risalah rapat melalui 

penyematan watermark 

atau tanda resmi lain 
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A. 1. Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif, salah satu tugas Perisalah Legislatif adalah melakukan 

penyusunan risalah rapat. Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, penyusunan risalah rapat 

dilakukan di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan meliputi berbagai jenis rapat, seperti 

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan lain-lain. Jumlah rapat yang banyak dan jenis 

rapat yang beragam menuntut adanya standardisasi format agar risalah yang diterbitkan 

menjadi seragam dan memiliki acuan yang jelas. 

Pada kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki format risalah rapat yang 

terstandardisasi. Selain itu, acuan teknis yang digunakan selama ini, yaitu Keputusan BURT 

No. 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah Resmi 

dan Surat Dinas DPR RI tidak dapat dijadikan acuan formal karena tiga hal: 1) status dokumen 

Keputusan tidak cukup kuat untuk sampai ke level meregulasi, 2) Keputusan tersebut 

diterbitkan sebelum JF Perisalah Legislatif dibentuk pada tahun 2017, dan 3) Sekretariat 

Jenderal DPR RI telah menjadi instansi pembina bagi JF Perisalah Legislatif sehingga 

diperlukan aturan spesifik bagi penyusunan risalah rapat di instansi pengguna. Selain itu, 

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif, pelaksanaan JF Perisalah Legislatif diatur oleh Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR, akan tetapi belum terdapat aturan mengenai penyusunan risalah rapat 

di tingkat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR. Sebagian ketentuan teknis pun masih didasarkan 

pada kesepakatan informal antarperisalah. Kondisi riil seperti itu membuat produk dokumen 

risalah yang diterbitkan masih memiliki format yang berbeda di beberapa aspek, seperti 

penyematan spasi, penebalan huruf, penulisan ketuk palu, penulisan daftar hadir, dan lain-lain. 

Gambar 3. 1 Perbedaan Spasi pada Penulisan Awal Rapat di Komisi XI dan Komisi II 

 

Sumber: Laman sirih.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi 

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34 

responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Responden 

survei tersebut terdiri dari 24 orang (70,6%) Perisalah Legislatif Ahli Pertama, 6 orang (17,6%) 

Perisalah Legislatif Ahli Muda, dan 4 orang (11,8%) Perisalah Legislatif Ahli Madya. Survei 

tersebut menunjukkan bahwa 33 responden (97,1%) sepakat bahwa risalah perlu memiliki 

format naskah yang terstandardisasi karena dinilai relatif linier terhadap kualitas risalah rapat 

dan kemudahan kinerja Perisalah Legislatif. Hasil survei juga menyatakan bahwa 22 responden 

(64,7%) menghadapi masalah perbedaan format risalah rapat dengan cara membuat 
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kesepakatan tidak tertulis dengan sesama perisalah di unit AKD. Sedangkan, 10 responden 

(29,4%) menyatakan bahwa unit AKD mereka tidak mengatur secara spesifik format risalah 

rapat namun hanya mengutamakan keterbacaan naskah risalah. Sementara 2 responden (5,9%) 

menyatakan bahwa unit AKD mereka sama sekali tidak mengatur mengenai format naskah 

antarperisalah dan hal tersebut bukanlah masalah. 

Gambar 3. 2  Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Pertama 
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Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024 

Permasalahan serupa juga diutarakan para peserta Diklat Pelatihan Fungsional 

Perisalah Legislatif Tahun 2024 di Wisma Griya Sabha Kopo Kabupaten Bogor pada 5 hingga 

8 Mei 2024. Peserta yang merupakan para perisalah dari instansi daerah menyebutkan bahwa 

mereka mengharapkan adanya format risalah rapat yang seragam dan sesuai kaidah atau 

peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi instansi pembina untuk 

menghadirkan standardisasi format dalam bentuk aturan hukum bagi kelancaran kinerja 

perisalah di instansi pengguna. 

Gambar 3. 3 Evaluasi Pelatihan PL di Wisma Griya Sabha Kopo pada 5-8 Mei 2024 

 

 

 

Sumber: Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd. (Coach) 

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak terhadap penyusunan risalah 

rapat: 

1. Timbul kerancuan akibat perbedaan dalam hal teknis dari risalah rapat yang disusun 

di satu unit AKD dengan unit AKD lain.  

2. Timbul kerancuan bagi penyusunan risalah rapat di level instansi pengguna. 

3. Berpotensi menurunkan citra lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI mengingat 

dokumen risalah rapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman web DPR. 
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Belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi sejatinya memiliki 

keterkaitan konseptual dengan manajemen ASN. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (5) UU 20/2023 

tentang ASN, isu tersebut menghambat proses mewujudkan ASN yang profesional dengan 

hasil kerja tinggi karena menyebabkan penyusunan risalah di setiap unit AKD menjadi rancu 

dan tidak terstandar yang ketat. Selain itu, mengacu Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah 

tersebut melanggar asas profesionalitas, keterpaduan, dan akuntabilitas dalam manajemen ASN 

karena isu tersebut menyebabkan dokumen-dokumen risalah menjadi kurang padu dan 

akuntabel sebagai produk Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR. 

 Isu tersebut juga mengindikasikan masih lemahnya komitmen untuk mewujudkan 

SMART ASN. Mengacu pada delapan nilai SMART ASN, isu tersebut tidak menunjukkan 

adanya nilai profesionalisme dalam kinerja yang membuat hasil pelayanan menjadi kurang 

maksimal. Selain itu, isu tersebut menunjukkan masih rendahnya mutu komunikasi dan kerja 

sama dalam mengatasi tantangan di lingkungan kerja, sehingga mencederai spirit Smart 

Governance yang menghendaki adanya kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Terakhir, 

isu tersebut mencerminkan minimnya adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan kerja serta 

pemanfaatan teknologi dan informasi aktual untuk menjawab tantangan yang ada. 

 

A. 2. Belum Tersedianya Alur Proses Evaluasi Internal Antarjenjang di Bagian 

Risalah 

 Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam alur pelaksanaan kinerja suatu organisasi. 

Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki sejumlah mekanisme evaluasi di 

lingkungan internal yang tercantum ke dalam format prosedur, misalnya SOP AP No. OT.03.03 

– 0025 Tahun 2022 tentang SOP Evaluasi dan Monitoring Risalah. Adanya skema seperti itu 

membuat proses evaluasi dapat berlangsung secara lebih jelas dan bertanggung jawab. Adanya 

skema yang jelas juga mempermudah perisalah untuk mengetahui permasalahan dan tantangan 

yang sedang dihadapi dalam unit AKD masing-masing serta penyelesaiannya. Selain itu, skema 

yang jelas dapat menjadi platform komunikasi berkala yang memfasilitasi peer-to-peer control 

oleh para perisalah antarjenjang. 

Namun kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki skema evaluasi antarjenjang 

yang jelas dalam wujud SOP atau panduan. Kebutuhan terhadap evaluasi perisalah antarjenjang 

masih hanya didasarkan pada inisiatif mandiri, bukan melalui prosedur kelembagaan. Dengan 

demikian, proses komunikasi perisalah antarjenjang menjadi tidak teratur dan terjadwal serta 

dapat menimbulkan miskomunikasi bahkan konflik di ekstrem tertentu. 
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Gambar 3. 4 Evaluasi Internal di Komisi XI melalui Pesan Pribadi di WhatsApp 

 

Sumber: Pesan WhatsApp Pribadi dengan Arum Puspitasari, S.E. selaku Perisalah Legislatif 

Ahli Muda pada 22 Juli 2024 

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34 

responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Sebanyak 21 

responden (61,8%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti evaluasi perisalah 

antarjenjang di unit AKD masing-masing, atau bahkan unit AKD mereka tidak 

menyelenggarakan kegiatan tersebut. Meskipun demikian, 20 responden (58,8%) sepakat 

bahwa keberadaan evaluasi antarjenjang sangat penting terhadap kinerja Perisalah Legislatif 

(skor 5 dari skala 1-5). Kemudian, sebanyak 32 responden (94,1%) juga menyatakan bahwa 

diperlukan alur proses dan matriks evaluasi yang jelas dalam kegiatan evaluasi antarjenjang 

tersebut. Hanya saja, terdapat perbedaan prioritas dalam metode evaluasi: 24 responden 

(70,6%) memilih pertemuan tatap muka rutin, 14 responden (41,2%) memilih kiriman masukan 

atau koreksi via pesan WhatsApp, 11 responden (32,4%) memilih pertemuan tatap muka hanya 

jika terdapat kesalahan, dan sisanya memilih menggunakan email dan metode campuran. 

Gambar 3. 5 Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Kedua 
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Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024 

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi kinerja perisalah 

legislatif sebagai berikut: 

1. Terdapat ketidakjelasan dalam proses perbaikan dan evaluasi dokumen risalah yang 

telah disusun dari jenjang bawah ke jenjang atas. 

2. Kesalahan dan kelemahan kinerja tidak terdeteksi secara menyeluruh sehingga 

dapat menurunkan profesionalisme perisalah legislatif dan menurunkan mutu 

risalah rapat. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) UU 20/2023 tentang ASN, isu tersebut terkait dengan 

manajemen ASN karena menghambat proses transformasi ASN menjadi profesional dengan 

hasil kerja tinggi karena alur evaluasi yang jelas dan sistematis dapat mendorong kinerja ASN 

menjadi lebih maksimal. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah 



21 
 

tersebut melanggar asas profesionalitas, akuntabilitas, serta efektif dan efisien karena tidak 

melemahkan nilai mutu kinerja dan efektivitas serta efisiensi dalam proses evaluasi internal. 

 Dalam konteks SMART ASN, isu tersebut menghalangi proses menuju SMART ASN 

karena tidak menunjukkan nilai profesionalisme, integritas, serta efektif dan efisien dalam 

evaluasi kinerja perisalah antarjenjang. Kemudian, isu tersebut menunjukkan minimnya 

pemanfaatan teknologi informasi untuk menyusun suatu sistem dan SOP evaluasi berkala guna 

menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan kerja serta masalah-masalah lain yang 

mungkin timbul dalam penyusunan dokumen risalah. 

 

A. 3. Belum Tersedianya Watermark Resmi sebagai Tanda Keabsahan Risalah 

Rapat di Bagian Risalah 

Dokumen risalah rapat merupakan dokumen resmi yang merupakan produk Bagian 

Risalah Sekretariat Jenderal DPR. Status dokumen yang bersifat resmi dan berisi pembahasan-

pembahasan krusial rapat Anggota Dewan membuat aspek keabsahan, keaslian, dan 

kerahasiaan dokumen menjadi penting untuk diperhatikan. Salah satu mekanisme yang dapat 

ditempuh guna menunjukkan keabsahan dan keaslian dokumen adalah dengan menyematkan 

watermark resmi dari Sekretariat Jenderal DPR pada dokumen risalah rapat. Penyematan 

watermark resmi juga berguna untuk menandakan kerahasiaan (confidentiality) dokumen, 

khususnya bagi risalah rapat yang bersifat tertutup. Dalam skenario tertentu, penyematan 

watermark resmi dapat berguna dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi guna 

menunjukkan bahwa risalah rapat yang digunakan bersifat absah dan asli dari Bagian Risalah 

Sekretariat Jenderal DPR, bukan risalah palsu yang disusun pihak di luar Bagian Risalah. 

Namun pada kenyataannya, Bagian Risalah belum memiliki watermark resmi guna 

menunjukkan keabsahan, keaslian, dan kerahasiaan dokumen risalah rapat. Perisalah di unit-

unit AKD hanya menggunakan keterangan berupa tanda paraf atau keterangan seperti “Belum 

Dikoreksi/Risalah Sementara/Risalah Validasi/Risalah Resmi” di sudut kanan atas halaman 

kepala risalah untuk menandai status dokumen tersebut. Kondisi tersebut dapat membuat 

dokumen risalah rapat menjadi cukup rentan dimanipulasi atau disalahgunakan oleh pihak tidak 

bertanggung jawab. 

Gambar 3. 6 Tanda Keterangan di Sudut Kanan Atas Halaman Kepala Risalah 

 

Sumber: Laman sirih.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi 
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Berdasarkan survei yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap 34 

responden di Bagian Risalah, terdapat beberapa temuan menarik tentang isu ini. Sebanyak 18 

responden (52,9%) menyatakan bahwa tanda/keterangan keabsahan dokumen risalah rapat 

bersifat sangat penting (skor 5 dari skala 1-5). Kemudian, penyematan keterangan di sudut 

kanan atas halaman kepala risalah dinilai sudah cukup oleh 18 responden (52,9%). Selain itu, 

terdapat perbedaan variatif mengenai pemilihan tanda atau keterangan sebagai bukti keabsahan 

dokumen risalah rapat, mulai dari watermark resmi oleh 10 responden (29,4%), paraf 

elektronik oleh 10 responden (29,4%), stempel elektronik oleh 4 responden (11,8%), dan 

sebagainya seperti kode QR, serial number, dan opsi lain. 

Gambar 3. 7 Hasil Survei Rancangan Aktualisasi terkait Isu Ketiga 
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Sumber: Survei Rancangan Aktualisasi 15 Agustus 2024 

Keberadaan isu tersebut menimbulkan beberapa dampak terhadap mutu dokumen 

risalah rapat sebagai berikut: 

1. Dokumen risalah tidak memiliki tanda keabsahan yang membedakan dari dokumen 

palsu dari luar Bagian Risalah. Hal tersebut dapat membuka celah kejahatan hukum 

yang memanfaatkan dokumen risalah. 

2. Mengingat risalah rapat juga dipublikasikan ke masyarakat dan dapat 

disebarluaskan, maka isu ini dapat memicu pertanyaan publik tentang kredibilitas 

dan autentisitas dokumen risalah. 

Pentingnya keabsahan dokumen risalah rapat dapat dilihat melalui salah satu kasus 

yang melibatkan Anggota DPR RI beberapa tahun lalu. Anggota DPR RI periode 2014-2019 

dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, dikonfirmasi KPK mengenai risalah rapat Komisi II DPR RI 

yang menyangkut kebijakan dan penganggaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Arif 

Wibowo merupakan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP 

Elektronik yang menyeret nama Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Markus 

Nari, sebagai tersangka (Ferdiansyah, 2019). Kasus tersebut menunjukkan pentingnya risalah 

rapat yang absah dan autentik sebagai bukti dalam penyidikan masalah hukum. 

 Isu tersebut memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 

(5) UU 20/2023 tentang ASN, masalah tersebut mengindikasikan komitmen yang belum 

sepenuhnya terhadap perwujudan ASN yang profesional karena menunjukkan masih 

rendahnya keinginan untuk meningkatkan mutu risalah rapat sebagai salah satu produk resmi 

Sekretariat Jenderal DPR. Kemudian, berdasarkan Pasal 2 UU 20/2023 tentang ASN, masalah 

tersebut melanggar asas profesionalitas dan akuntabilitas karena belum menunjukkan upaya 

memposisikan risalah rapat sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 

keabsahan yang kuat. 
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 Isu tersebut juga berhubungan dengan SMART ASN. Mengacu pada delapan nilai 

SMART ASN, isu tersebut tidak menunjukkan adanya nilai profesionalisme dan akuntabilitas 

yang tinggi dalam pengabsahan dokumen risalah rapat. Selain itu, isu tersebut mencerminkan 

kurangnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keabsahan dokumen risalah rapat 

melalui penyematan watermark atau tanda resmi lain guna menaikkan kredibilitas dan 

kekuatan hukum dokumen risalah rapat. 

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

 B. 1. Teknik Tapisan Isu 

Setelah berhasil mengidentifikasi ketiga isu tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan 

penapisan guna menemukan core issue yang perlu diprioritaskan. Tahap penapisan dilakukan 

menggunakan teknik USG dengan skala Likert. Teknik USG terdiri dari kriteria urgency, 

seriousness, dan growth guna mengetahui seberapa mendesak, serius, dan potensial masalah 

tersebut untuk berkembang. Berikut merupakan indikator dan deskripsi indikator skala Likert 

dalam penapisan teknik USG: 

Tabel 3. 2 Indikator dan Deskripsi Kriteria Urgency 

Skor Indikator Deskripsi Indikator 

5 Sangat mendesak Perlu ditangani dalam waktu 1 bulan 

4 Mendesak Perlu ditangani dalam waktu 3 bulan 

3 Tidak cukup mendesak Perlu ditangani dalam waktu 6 bulan 

2 Tidak mendesak Perlu ditangani dalam waktu 1 tahun 

1 Sangat tidak mendesak Perlu ditangani dalam waktu > 1 tahun 

 

Tabel 3. 3 Indikator dan Deskripsi Kriteria Seriousness 

Skor Indikator Deskripsi Indikator 

5 Sangat serius Masalah menyangkut perisalah di lintas instansi 

4 Serius Masalah menyangkut instansi dan unit kerja 

3 Tidak cukup serius Masalah menyangkut unit kerja 

2 Tidak serius Masalah menyangkut sebagian perisalah unit kerja 

1 Sangat tidak serius Masalah menyangkut individu di unit kerja 
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Tabel 3. 4 Indikator dan Deskripsi Kriteria Growth 

Skor Indikator Deskripsi Indikator 

5 Sangat berkembang Masalah memburuk dalam waktu 1 bulan 

4 Berkembang Masalah memburuk dalam waktu 3 bulan 

3 Tidak cukup berkembang Masalah memburuk dalam waktu 6 bulan 

2 Tidak berkembang Masalah memburuk dalam waktu 1 tahun 

1 Sangat tidak berkembang Masalah memburuk dalam waktu > 1 tahun 

 

 B. 2. Pemilihan Isu Prioritas 

Penapisan ketiga isu yang teridentifikasi guna menemukan isu prioritas disajikan melalui tabel 

berikut: 

Tabel 3. 5 Penapisan Isu menggunakan Teknik USG dalam Skala Likert 

No. Isu Aktual 
Indikator 

Total Peringkat 
Urgency Seriousness Growth 

1 

Belum tersedianya 

format risalah 

rapat yang 

terstandardisasi 

4 5 5 14 
1 (core 

issue) 

2 

Belum tersedianya 

alur proses 

evaluasi internal 

antarjenjang di 

Bagian Risalah 

3 3 4 10 2 

3 

Belum tersedianya 

watermark resmi 

sebagai tanda 

keabsahan risalah 

rapat dari Bagian 

Risalah 

3 2 3 8 3 

 

Berdasarkan tabel penapisan isu di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi core issue 

adalah isu pertama dengan skor 14 dan rumusan sebagai berikut: 

Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi pada Tahun 

2024 di Unit Kerja Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI 
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Berikut uraian dari skor yang disematkan pada core issue tersebut: 

1. Masalah yang dihadapi bersifat mendesak karena menyangkut perihal penyusunan 

risalah yang notabenenya dikerjakan setiap hari di berbagai unit AKD. Akan tetapi, 

mengingat prosedur hukum dan kelembagaan yang cukup memakan waktu untuk 

meregulasi format risalah secara terpusat, maka secara realistis isu tersebut baru dapat 

ditangani dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan. Opsi terdekat adalah 2-3 bulan. 

Dengan demikian, skor yang disematkan pada kriteria urgency adalah 4 (perlu ditangani 

dalam waktu 3 bulan). 

2. Masalah yang dihadapi bersifat sangat serius karena menyangkut format risalah yang 

dikerjakan oleh seluruh perisalah di lintas instansi, mulai dari Sekretariat Jenderal DPR, 

Sekretariat Jenderal DPD, hingga perisalah di daerah. Oleh karena itu, skor yang 

disematkan pada kriteria seriousness adalah 5 (masalah menyangkut perisalah di lintas 

instansi). 

3. Masalah yang dihadapi dapat memburuk dalam waktu cepat karena perbedaan belum 

tersedianya format yang baku membuat penyusunan risalah di berbagai instansi 

menjadi rancu karena tidak ada acuan yang jelas. Sedangkan, pekerjaan penyusunan 

risalah sendiri berlangsung hampir setiap hari dengan tantangan yang terus 

bermunculan dari waktu ke waktu. Sehingga, skor yang disematkan pada kriteria 

growth adalah 5 (masalah memburuk dalam waktu 1 bulan). 

 

C. Analisis Isu  

 Setelah melakukan penapisan isu, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap 

isu aktual prioritas. Analisis akan dilakukan menggunakan diagram fish bone guna menemukan 

faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Berikut merupakan diagram fish bone 

untuk menganalisis isu aktual di atas: 

Gambar 3. 8 Analisis Isu dengan Diagram Fish Bone 
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Berdasarkan diagram fish bone di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel 

yang menyebabkan kemunculan isu aktual tersebut, yaitu manusia, regulasi, dan kelembagaan. 

Berikut uraian dari ketiga variabel tersebut: 

1. Variabel manusia berkaitan dengan sumber daya manusia di lingkungan unit kerja 

Bagian Risalah yang menyebabkan kemunculan core issue. Terdapat tiga faktor 

penyebab di dalam variabel ini, yaitu: 1) rendahnya motivasi dalam melakukan 

standardisasi format risalah, 2) kurangnya kapasitas dalam menyusun pedoman 

standardisasi, dan 3) rendahnya sense of urgency terhadap isu standardisasi. Terdapat 

dua akar penyebab yang melatarbelakangi faktor penyebab pertama, yaitu 1) kurangnya 

pengawasan aspek teknis dan 2) peraturan teknis risalah masih kurang rigid dan 

sistematis. 

2. Variabel regulasi berkaitan dengan eksistensi dan penerapan aturan hukum yang 

berkaitan dengan core issue. Terdapat tiga faktor penyebab di dalam variabel ini, yaitu: 

1) tidak ada regulasi yang mengharuskan tersedianya standar penyusunan risalah, 2) 

peraturan teknis tentang penyusunan risalah masih kurang rigid dan sistematis, dan 3) 

minimnya regulasi yang dapat dijadikan acuan perumusan standar. Ketiga faktor 

penyebab tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang 

muncul di dalam variabel manusia dan kelembagaan. 

3. Variabel kelembagaan berkaitan dengan birokrasi, proses bisnis, dan urusan-urusan 

administratif di unit kerja yang berkaitan dengan core issue. Terdapat tiga faktor 

penyebab di dalam variabel ini, yaitu: 1) kurangnya audit atau pengawasan terhadap 

mutu dokumen risalah, baik dari internal unit kerja maupun dari unit lain seperti 

Inspektorat; 2) lemahnya komitmen Bagian Risalah dalam menyusun standar risalah; 

dan 3) rendahnya tuntutan AKD terhadap tersedianya standar penyusunan risalah. 

Terdapat dua akar penyebab yang melatarbelakangi faktor penyebab kedua, yaitu 1) 

kurangnya dukungan kelembagaan dari AKD, Inspektorat, dan Biro serta 2) peraturan 

teknis risalah masih kurang rigid dan sistematis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat faktor penyebab atau akar 

penyebab yang muncul berulang kali sehingga dapat disebut sebagai faktor utama kemunculan 

core issue, yaitu peraturan teknis risalah masih kurang rigid dan sistematis. Peraturan 

teknis secara prinsip bersifat sangat krusial karena menjadi dasar hukum dan acuan penyusunan 

risalah rapat, mulai dari tahap perekaman rapat, pembuatan transkrip, hingga evaluasi dokumen 

risalah. Urgensi peraturan teknis yang tinggi menyebabkan permasalahan yang berkaitan 

dengan hal tersebut dapat berimplikasi pada kemunculan masalah di variabel-variabel lain, 

seperti rendahnya mutu dokumen risalah, lemahnya sistem audit dan inspeksi, serta lemahnya 

komitmen individu dan kelembagaan untuk menyusun risalah yang terstandar. Oleh karena itu, 

upaya penyelesaian isu mesti berfokus pada faktor utama tersebut sebagai kunci tanpa 

mengabaikan faktor-faktor lain yang berpotensi memperburuk core issue yang ada. 
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D. Gagasan Pemecahan Isu 

 Guna menyelesaikan core issue dan faktor utama yang menyebabkan kemunculannya, 

dapat diajukan suatu gagasan pemecahan isu yang bersifat kreatif. Mengacu pada faktor utama 

dan core issue yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun gagasan untuk 

merumuskan peraturan teknis tentang penyusunan risalah rapat sebagai bentuk standardisasi 

format risalah rapat. Gagasan tersebut disusun guna menjawab core issue melalui pintu masuk 

faktor utama, yaitu peraturan teknis. Lebih jauh, riset ini berusaha menjawab permasalahan 

dengan mengajukan draf peraturan teknis berupa Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) 

DPR RI. Oleh karena itu, dapat dirumuskan gagasan pemecahan isu sebagai berikut: 

Perumusan Draf Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat sebagai Bentuk 

Standardisasi Format Risalah Rapat di Bagian Risalah 

  Gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan tugas dan fungsi penulis sebagai 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 

Tahun 2017 tentang JF Perisalah Legislatif, salah satu tugas Perisalah Legislatif adalah 

melakukan penyusunan risalah rapat. Proses penyusunan tentu memerlukan pedoman dan dasar 

hukum sehingga naskah risalah dapat disusun secara layak dan sesuai ketentuan. Dengan 

demikian, gagasan tersebut sesuai dengan upaya perbaikan dalam proses penyusunan risalah 

rapat. Kemudian, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 

Tahun 2017 tentang JF Perisalah Legislatif, salah satu kegiatan JF Perisalah Legislatif adalah 

mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara. Gagasan tersebut sesuai 

dengan amanat peraturan karena proses koordinasi penyusunan risalah memerlukan pedoman 

dan dasar hukum, sehingga gagasan tersebut berkontribusi terhadap proses penyusunan risalah 

rapat secara keseluruhan. 

Gagasan tersebut juga memiliki kebermanfaatan terhadap Perisalah Legislatif dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi Perisalah Legislatif, gagasan tersebut bermanfaat 

untuk memberikan guidance dalam penyusunan risalah rapat sehingga memberikan 

kemudahan, kejelasan, serta kepastian dalam hal teknis penyusunan dokumen. Dengan 

demikian, kualitas kinerja Perisalah Legislatif dapat meningkat dan disertai dengan mutu 

dokumen risalah rapat yang semakin kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, 

bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gagasan tersebut bermanfaat bagi peningkatan aspek 

kejelasan dan koherensi risalah rapat yang merupakan catatan pembicaraan mereka di dalam 

rapat atau sidang. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dapat didokumentasikan secara tekstual dengan kualitas dan kredibilitias yang lebih 

baik serta memiliki landasan hukum yang kokoh. 

Melalui gagasan tersebut, penulis berupaya untuk turut berkontribusi dalam 

penyelesaian masalah fundamental di unit kerja Bagian Risalah, sekaligus 

mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama Pelatihan Dasar. Diharapkan, 

gagasan tersebut dapat menjadi langkah awal guna menjawab masalah belum tersedianya 

format risalah rapat, kekosongan hukum tentang penyusunan risalah rapat, serta menjadi 

pedoman atau acuan bagi para perisalah di instansi pengguna menimbang status Sekretariat 
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Jenderal DPR RI yang kini menjadi instansi pembina, khususnya di ranah Jabatan Fungsional 

Perisalah Legislatif. 

Gambar 3. 9 Format Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

 

Sumber: Laman portal.dpr.go.id via Dokumentasi Pribadi 

 Format draf Persekjen DPR RI dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, Peraturan Sekretaris 

Jenderal adalah produk hukum yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat 

mengatur di Sekretariat Jenderal DPR RI. Definisi tersebut menyiratkan bahwa 

ketentuan teknis yang sifatnya mengikat, seperti penyusunan risalah rapat, dapat diatur 

secara rigid dan sistematis dalam format Persekjen. 

2. Draf Persekjen tersebut disusun sebagai penyempurna Keputusan BURT No. 

12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah 

Resmi dan Surat Dinas DPR RI yang disusun sebelum adanya JF Perisalah Legislatif 

dan sebelum adanya instruksi tentang status Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai 

instansi pembina JF Perisalah Legislatif.  

3. Draf Persekjen tersebut juga disusun guna menguatkan kedudukan hukum dari 

Keputusan BURT No. 12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman 

Penyusunan Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI yang secara prinsip hanya bersifat 

menetapkan menjadi bersifat meregulasi atau mengatur, sehingga memiliki kekuatan 

hukum yang lebih absah. 

4. Draf Persekjen tersebut juga menspesifikkan ketentuan teknis penyusunan risalah yang 

sebelumnya diatur bersama naskah-naskah dinas lain di dalam Keputusan BURT No. 

12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah 

Resmi dan Surat Dinas DPR RI. 

5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, usulan Persekjen 
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perlu diajukan ke Pimpinan Unit Pengusul terlebih dahulu dengan melampirkan 

rancangan/draf Persekjen sebagai salah satu berkas syarat. 

6. Mengingat keterbatasan waktu selama agenda habituasi serta proses administrasi-legal 

yang memakan waktu, maka perumusan Persekjen hanya terbatas dalam format draf 

atau rancangan. 

Pembuatan Persekjen hingga ditetapkan secara resmi tentu memerlukan waktu yang 

lama. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, pembuatan Persekjen perlu 

melalui tahap perencanaan, pembahasan, dan penetapan di mana melibatkan keberadaan 

Prolegset. Dengan demikian, menimbang keterbatasan waktu Pelatihan Dasar, maka tahap 

yang dapat ditempuh penulis hanya sebatas penyusunan draf/rancangan Persekjen sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebagai alternatif 

apabila draf Persekjen belum dapat disahkan, maka langkah yang dapat ditempuh penulis 

adalah dengan menyusun draf/rancangan Persekjen dalam batas templat naskah atau poin-poin 

peraturan saja. Selebihnya, sebagai tindak lanjut pasca-Pelatihan Dasar, templat naskah atau 

poin-poin peraturan tersebut dapat diteruskan dengan menyusun rancangan Persekjen yang 

lebih komprehensif dengan disertai dokumen nota dinas dan kerangka acuan apabila 

memungkinkan. 

Keunikan dari gagasan pemecahan isu tersebut terletak pada dimensi rujukan. 

Perumusan draf Persekjen kali ini melibatkan riset terhadap produk risalah dari Parlemen 

Britania Raya yang bernama Hansard Reports. Seperti halnya risalah rapat di Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Hansard Reports merupakan dokumen yang memuat keseluruhan 

pembicaraan sidang atau pertemuan House of Common dan House of Lords di Parlemen 

Britania Raya. Terdapat beberapa hal di Hansard Reports yang secara substantif dapat 

dijadikan rujukan dalam pengembangan regulasi tentang penyusunan risalah, misalnya hal-hal 

yang berkaitan dengan metode penyusunan Hansard Reports, prinsip-prinsip dokumen, muatan 

atau substansi dokumen, dan lain-lain. 

Pemilihan rujukan tersebut telah melalui diskusi bersama mentor, coach, dan beberapa 

atasan di unit kerja Bagian Risalah guna membahas aspek keunikan dalam penyusunan gagasan 

aktualisasi ini. Terdapat setidaknya dua alasan yang membuat penulis memilih Hansard 

Reports dari Parlemen Britania Raya untuk dijadikan rujukan riset dalam gagasan kreatif ini: 

1. Parlemen Britania Raya secara kelembagaan memiliki rentang sejarah yang lebih 

panjang daripada Parlemen Indonesia sehingga mereka memiliki pengalaman historis 

yang relatif lebih banyak mengenai pendokumentasian atau pencatatan pertemuan 

anggota parlemen; 

2. Hansard Reports telah menjadi risalah terhadap sidang atau pertemuan House of Lords 

dan House of Common Parlemen Britania Raya sejak 1909, bahkan sistem tersebut telah 

dimulai secara tidak resmi sejak 1803. Sehingga, Hansard Reports telah memiliki 

pengalaman historis yang panjang hingga mencapai sistem dan kondisi yang stabil pada 

hari ini. Salah satu anggota Parlemen Britania Raya, Herbert Samuel, dalam surat kabar 
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The Times pada 13 Desember 1949 pernah menyampaikan, “Politics of today were the 

history of tommorow, and Hansard was history’s ear, already listening” (Vice & Farrell, 

n.d.). 

Gambar 3. 10 Contoh Dokumen Hansard Reports dari Parlemen Britania Raya 

 

Sumber: Laman hansard.parliament.uk via Dokumentasi Pribadi 

 Gagasan pemecahan isu yang diajukan penulis mengandung nilai-nilai BerAKHLAK 

dengan uraian berikut: 

1. Berorientasi Pelayanan : Wujud perbaikan tiada henti terhadap penyusunan 

risalah dan kinerja Bagian Risalah secara umum 

2. Akuntabel : Wujud pelaksanaan tusi dengan bertanggung jawab dan 

penuh integritas 

3. Kompeten : Wujud peningkatan kompetensi dan mutu dalam hal 

penyusunan risalah rapat 

4. Harmonis : Wujud pencegahan potensi konflik akibat kekosongan 

regulasi tentang penyusunan risalah rapat 

5. Loyal  : Wujud penghormatan terhadap nama baik instansi 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

6. Adaptif : Wujud adaptasi yang inovatif dalam menghadapi 

tantangan kerja sebagai Perisalah Legislatif 
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7. Kolaboratif  : Wujud keterbukaan terhadap peluang perbaikan dan 

kerja sama dalam peningkatan mutu risalah rapat 

 Selain itu, gagasan pemecahan isu tersebut juga terkait dengan Manajemen ASN dan 

SMART ASN sebagai berikut: 

1. Manajemen ASN : Perumusan draf Persekjen tersebut merupakan upaya 

meningkatkan profesionalisme serta menaikkan hasil kerja 

berupa mutu risalah rapat sehingga dapat memiliki kualitas dan 

kredibilitas dokumen yang lebih baik serta lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. SMART ASN : Perumusan draf Persekjen tersebut merupakan bentuk 

komitmen untuk senantiasa mengedepankan profesionalisme 

dalam pelaksanaan tugas, adaptif dalam menghadapi masalah 

dan tantangan di lingkungan kerja, pemanfaatan IT dalam 

riset dan pengembangan, serta guna mendukung Smart 

Governance melalui kolaborasi multipihak dalam 

menghasilkan suatu inovasi. 

 Dalam proses perumusan draf Persekjen DPR RI sebagai gagasan pemecahan isu, 

diperlukan beberapa tahap yang mesti ditempuh, yaitu: 

1. Riset mandiri guna mengumpulkan pokok-pokok materi dan rujukan tambahan tentang 

peraturan teknis penyusunan risalah rapat; 

2. Konsultasi materi yang telah dikumpulkan dengan mentor, coach, dan pejabat yang 

bersangkutan dalam pembuatan aturan hukum seperti Kepala Bagian Risalah dan atasan 

di unit kerja; 

3. Perumusan secara mandiri terhadap draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang 

Peraturan Teknis Penyusunan Risalah Rapat; 

4. Penyampaian usulan dan pembahasan draf dengan Kepala Bagian Risalah/Kepala Biro 

Persidangan I; dan 

5. Evaluasi terhadap hasil pembahasan dan penentuan tindak lanjut ke depan. 
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BAB IV  

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja : Bagian Risalah 

Identifikasi Isu : 1. Belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi 

2. Belum tersedianya alur proses evaluasi internal antarjenjang 

di Bagian Risalah 

3. Belum tersedianya watermark resmi sebagai tanda keabsahan 

risalah rapat dari Bagian Risalah 

Isu yang Diangkat : Belum tersedianya format penyusunan risalah rapat yang 

terstandardisasi 

Gagasan Pemecahan Isu : Perumusan draf Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Risalah Rapat sebagai bentuk standardisasi format risalah rapat di 

Bagian Risalah 
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Tabel 4. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi 

 

No. 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output/Hasil 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai 

Dasar ASN BerAKHLAK 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 
Riset Pokok Materi dan 

Rujukan Tambahan 

1.1. Melakukan riset 

mengenai tata cara 

pembentukan produk 

hukum di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan tentang tata cara 

pembentukan produk 

hukum sebagaimana 

diatur dalam Persekjen 

No. 2/2022 tentang 

Pembentukan Produk 

Hukum di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal 

DPR 

Berorientasi Pelayanan: 

Riset pembentukan produk hukum 

merupakan wujud perbaikan 

tiada henti terhadap permasalahan 

di Bagian Risalah melalui jalur 

prosedur yang tepat 

 

Kompeten: 

Riset pembentukan produk hukum 

merupakan wujud peningkatan 

kompetensi di bidang 

administratif-legal guna menjawab 

tantangan di unit kerja yang 

menuntut adanya perbaikan 

melalui regulasi 

Manajemen ASN: 

Riset pembetukan produk hukum 

merupakan wujud peningkatan 

profesionalitas sesuai Pasal 1 

Ayat (5) dan Pasal 2 UU No. 

20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Riset pembentukan produk 

hukum merupakan wujud 

pengelolaan data dan informasi 

secara efektif, perencanaan 

strategi yang terintegrasi, serta 

pemanfaatan teknologi untuk 

mengakses pengetahuan berbasis 

nilai profesionalisme dan 

integritas 

Visi dan Misi 

Sekretariat Jenderal 

DPR RI: 

Tahapan riset 

merupakan upaya 

peningkatan 

profesionalitas, kualitas 

dukungan, dan 

pelayanan prima 

terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui riset terhadap 

perumusan regulasi 
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yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

1.2. Melakukan riset 

mengenai substansi pokok 

peraturan teknis 

penyusunan risalah 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan berisi susbtansi 

yang perlu dimasukkan 

ke dalam draf Persekjen, 

seperti definisi, ruang 

lingkup, dan model tata 

letak risalah 

Berorientasi Pelayanan: 

Riset substansi pokok merupakan 

wujud perbaikan tiada henti 

terhadap permasalahan di Bagian 

Risalah melalui pencarian 

informasi substansial. Selain itu, 

tahapan kegiatan tersebut 

mengindasikan adanya sikap 

solutif  

 

Kompeten: 

Riset substansi pokok merupakan 

wujud peningkatan kompetensi 

di bidang regulasi risalah sekaligus 

wujud pelaksanaan tugas sebagai 

CPNS Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama dengan kualitas terbaik 

Manajemen ASN: 

Riset substansi pokok merupakan 

wujud peningkatan 

profesionalitas sesuai Pasal 1 

Ayat (5) dan Pasal 2 UU No. 

20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Riset substansi pokok merupakan 

wujud pengelolaan data dan 

informasi secara efektif, 

perencanaan strategi yang 

terintegrasi, serta pemanfaatan 

teknologi untuk mengakses 

pengetahuan berbasis nilai 

profesionalisme dan integritas 

Visi dan Misi 

Sekretariat Jenderal 

DPR RI: 

Tahapan riset 

merupakan upaya 

peningkatan 

profesionalitas, kualitas 

dukungan, dan 

pelayanan prima 

terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui riset terhadap 

perumusan regulasi 

yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

1.3. Melakukan riset 

rujukan tambahan dari 

Hansard Reports UK 

Parliament 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan tentang teknis 

penyusunan risalah dari 

UK Parliament 

Berorientasi Pelayanan: 

Riset rujukan tambahan 

merupakan wujud perbaikan 

tiada henti melalui pencarian 

Manajemen ASN: 

Riset rujukan tambahan 

merupakan wujud peningkatan 

profesionalitas sesuai Pasal 1 

Visi dan Misi 

Sekretariat Jenderal 

DPR RI: 

Tahapan riset 
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(Hansard Reports) 

sebagai rujukan 

tambahan dalam 

penyusunan draf 

Persekjen 

referensi guna menyelesaikan 

permasalahan secara kreatif 

 

Kompeten: 

Riset rujukan tambahan 

merupakan wujud peningkatan 

kompetensi guna menjawab 

tantangan secara kreatif melalui 

pengetahuan dan pendekatan baru 

 

Adaptif: 

Riset rujukan tambahan 

merupakan wujud penyelesaian 

masalah di Bagian Risalah 

secara adaptif dengan cara 

menghadirkan pengetahuan dan 

pendekatan baru dari parlemen di 

luar negeri 

Ayat (5) dan Pasal 2 UU No. 

20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Riset rujukan tambahan 

merupakan wujud pengelolaan 

data dan informasi secara efektif, 

perencanaan strategi yang 

terintegrasi, serta pemanfaatan 

teknologi untuk mengakses 

pengetahuan berbasis nilai 

profesionalisme, integritas, 

wawasan global, dan 

penguasaan bahasa asing 

merupakan upaya 

peningkatan 

profesionalitas, kualitas 

dukungan, dan 

pelayanan prima 

terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui riset terhadap 

perumusan regulasi 

yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

2 
Konsultasi Materi Draf 

Persekjen 

2.1. Melakukan 

konsultasi dengan mentor 

dan coach tentang hasil 

riset berupa materi yang 

akan dimasukkan ke 

dalam draf Persekjen 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan berisi hasil 

konsultasi dengan 

mentor dan coach 

Harmonis: 

Konsultasi dengan mentor dan 

coach merupakan wujud menjaga 

keharmornisan dan kondusivitas 

dalam kegiatan Pelatihan Dasar 

 

Loyal: 

Konsultasi dengan mentor dan 

coach merupakan wujud menjaga 

Manajemen ASN: 

Konsultasi dengan mentor dan 

coach merupakan wujud 

keterbukaan dan akuntabilitas 

sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023 

tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Konsultasi dengan mentor dan 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan konsultasi 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 
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nama baik sesama ASN dan 

instansi dengan cara membangun 

komunikasi yang proaktif dan 

suportif 

 

Kolaboratif: 

Konsultasi dengan mentor dan 

coach merupakan wujud kerja 

sama guna menghasilkan nilai 

tambah dalam pelaksanaan 

Pelatihan Dasar 

coach merupakan perwujudan 

pengembangan kompetensi dan 

monitoring kinerja dalam 

Pelatihan Dasar berbasis nilai 

integritas, profesionalisme, dan 

networking yang luas 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui konsultasi 

tentang perumusan 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

2.2. Melakukan 

konsultasi dengan Kepala 

Bagian Risalah dan 

atasan di unit kerja guna 

menyampaikan maksud 

gagasan aktualisasi, 

mendiskusikan masukan, 

dan menentukan langkah 

berikutnya 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan berisi komentar 

terhadap gagasan 

aktualisasi, rekomendasi 

langkah dan prosedur, 

serta hal-hal lain yang 

terkait penyusunan draf 

Persekjen 

Harmonis: 

Konsultasi dengan Kepala Bagian 

Risalah dan atasan di unit kerja 

merupakan wujud menjaga 

keharmornisan dan kondusivitas 

dalam kegiatan Pelatihan Dasar 

 

Loyal: 

Konsultasi dengan Kepala Bagian 

Risalah dan atasan di unit kerja 

merupakan wujud menjaga nama 

baik sesama ASN dan instansi 

dengan cara membangun 

komunikasi yang proaktif dan 

suportif 

 

Kolaboratif: 

Manajemen ASN: 

Konsultasi dengan Kepala 

Bagian Risalah dan atasan di unit 

kerja merupakan wujud 

keterbukaan dan akuntabilitas 

sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023 

tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Konsultasi dengan Kepala 

Bagian Risalah  dan atasan di 

unit kerja  merupakan 

perwujudan pengembangan 

kompetensi dan monitoring 

kinerja dalam Pelatihan Dasar 

berbasis nilai  integritas, 

profesionalisme, dan 

networking yang luas 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan konsultasi 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui konsultasi 

tentang perumusan 
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Konsultasi dengan Kepala Bagian 

Risalah dan atasan di unit kerja  

merupakan wujud kerja sama 

guna menghasilkan nilai tambah 

dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

 

2.3. Memperbaiki dan 

menyempurnakan materi 

draf Persekjen 

berdasarkan hasil 

konsultasi 

Mendapatkan 1 (satu) 

dokumen mentah berisi 

materi final yang akan 

dimasukkan ke dalam 

naskah draf Persekjen 

Akuntabel: 

Perbaikan dan penyempurnaan 

materi draf Persekjen merupakan 

wujud pelaksanaan tugas dengan 

jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegritas tinggi 

 

Adaptif: 

Perbaikan dan penyempurnaan 

materi draf Persekjen merupakan 

wujud penyesuaian diri terhadap 

perubahan keadaan, 

pemanfaatan peluang inovasi, 

pengembangan kreativitas, dan 

tindakan yang proaktif 

Manajemen ASN: 

Perbaikan dan penyempurnaan 

materi draf Persekjen merupakan 

wujud profesionalitas, 

akuntabilitas, serta efektif dan 

efisien sesuai Pasal 2 UU No. 

20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Perbaikan dan penyempurnaan 

materi draf Persekjen merupakan 

wujud pengelolaan data dan 

informasi yang efektif, evaluasi, 

dan perencanaan strategi yang 

terintegrasi berbasis nilai 

integritas dan profesionalisme 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan perbaikan 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui penyempurnaan 

terhadap rumusan 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

3 
Perumusan Draf 

Persekjen 

3.1. Menyusun kerangka 

peraturan dan tata letak 

sesuai Persekjen 

No.2/2022 tentang 

Pembentukan Produk 

Menghasilkan 1 (satu) 

dokumen kerangka awal 

Persekjen dengan 

format yang telah 

disesuaikan serta detail 

Berorientasi Pelayanan: 

Penyusunan kerangka peraturan 

dan tata letak sesuai ketentuan 

yang berlaku merupakan wujud 

pelayanan yang solutif, dapat 

Manajemen ASN: 

Penyusunan kerangka peraturan 

dan tata letak merupakan wujud 

pemberian kepastian hukum 

dan keterpaduan sesuai Pasal 2 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan perumusan 

draf Persekjen 

merupakan wujud 
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Hukum pada bab-bab isinya diandalkan, serta memahami dan 

memenuhi kebutuhan 

 

Akuntabel: 

Penyusunan kerangka peraturan 

dan tata letak sesuai ketentuan 

merupakan wujud pelaksanaan 

tugas secara bertanggung jawab, 

cermat, dan berintegritas tinggi 

UU No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Penyusunan kerangka peraturan 

dan tata letak merupakan wujud 

peningkatan kualitas pelayanan 

serta pemanfaatan teknologi 

Microsoft Office dalam 

membantu kinerja berbasis nilai 

profesionalisme dan 

penguasaan IT 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui perumusan 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

3.2. Merumuskan pokok 

subtansi dan 

memasukkannya ke 

dalam naskah draf 

Persekjen yang meliputi 

butir-butir pasal, ayat, 

huruf, dan lain-lain 

Menghasilkan 1 (satu) 

naskah draf Persekjen 

yang utuh dan lengkap 

Berorientasi Pelayanan: 

Perumusan pokok substansi dan 

input ke dalam naskah merupakan 

wujud pelayanan yang solutif, 

dapat diandalkan, serta 

memahami dan memenuhi 

kebutuhan 

 

Akuntabel: 

Perumusan pokok substansi dan 

input ke dalam naskah merupakan 

wujud pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, cermat, dan 

berintegritas tinggi 

Manajemen ASN: 

Perumusan pokok substansi dan 

input ke naskah draf Persekjen 

merupakan wujud pemberian 

kepastian hukum dan 

keterpaduan sesuai Pasal 2 UU 

No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Perumusan pokok substansi dan 

input ke naskah draf Persekjen 

merupakan wujud peningkatan 

kualitas pelayanan serta 

pemanfaatan teknologi Microsoft 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan perumusan 

draf Persekjen 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 
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Office dalam membantu kinerja 

berbasis nilai profesionalisme 

dan penguasaan IT 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui perumusan 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

3.3. Melakukan 

konsultasi tahap akhir 

terkait keseluruhan 

naskah draf Persekjen 

dengan Kepala Bagian 

Risalah dan atasan di unit 

kerja sebelum dilakukan 

penyampaian usulan 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan mengenai hasil 

akhir naskah draf 

Persekjen 

Berorientasi Pelayanan: 

Konsultasi final keseluruhan 

naskah merupakan wujud 

perbaikan tiada henti serta 

kinerja yang cekatan dan solutif 

 

Kolaboratif: 

Konsultasi final keseluruhan 

naskah merupakan wujud sikap 

terbuka dan kerja sama guna 

menghasilkan nilai tambah dalam 

pelaksanaan Pelatihan Dasar 

Manajemen ASN: 

Konsultasi final keseluruhan 

naskah merupakan wujud 

profesionalitas, keterbukaan, 

dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 

UU No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Konsultasi final keseluruhan 

naskah merupakan wujud 

monitoring dan evaluasi kinerja 

serta perencanaan strategi yang 

terintegrasi berbasis nilai 

integritas, profesionalisme, dan 

networking yang luas 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan konsultasi 

hasil perumusan draf 

Persekjen merupakan 

wujud pelaksanaan 

dukungan penyusunan 

risalah rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui konsultasi hasil 

perumusan regulasi 

yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

4 
Penyampaian Usulan dan 

Pembahasan 
4.1. Menyampaikan 

usulan draf Persekjen ke 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan dari Kepala 

Akuntabel: 

Penyampaian usulan kepada PyB 

Manajemen ASN: 

Penyampaian usulan kepada PyB 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 
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Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro 

Persidangan I guna 

mendapat tindak lanjut 

Bagian Risalah/Kepala 

Biro Persidangan I 

terkait proses 

penyampaian usulan 

naskah 

merupakan wujud akuntabilitas, 

yaitu pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

Kolaboratif: 

Penyampaian usulan kepada PyB 

merupakan wujud keterbukaan 

dan kerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah 

bersama 

merupakan wujud 

profesionalitas, keterbukaan, 

dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 

UU No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Penyampaian usulan kepada PyB 

merupakan wujud peningkatan 

kualitas hasil kinerja di Pelatihan 

Dasar berbasis nilai integritas, 

profesionalisme, jiwa 

hospitality, dan networking yang 

luas 

Tahapan penyampaian 

usulan draf Persekjen 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui penyampaian 

usulan draf regulasi 

yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

4.2. Melakukan sesi 

pembahasan dengan 

Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro 

Persidangan I terkait 

tindak lanjut draf 

Persekjen 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan pembahasan 

berisi komentar dan 

rekomendasi tindak 

lanjut terhadap naskah 

draf Persekjen 

Akuntabel: 

Pembahasan naskah draf Persekjen 

dengan PyB merupakan wujud 

akuntabilitas, yaitu pelaksanaan 

tugas secara bertanggung jawab, 

disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

Kolaboratif: 

Pembahasan naskah draf Persekjen 

dengan PyB merupakan wujud 

Manajemen ASN: 

Pembahasan naskah draf 

Persekjen dengan PyB 

merupakan wujud 

profesionalitas, keterbukaan, 

dan akuntabilitas sesuai Pasal 2 

UU No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Pembahasan naskah draf 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan pembahasan 

draf Persekjen 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Tugas dan Fungsi: 
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keterbukaan dan kerja sama 

untuk menghasilkan nilai tambah 

bersama 

Persekjen merupakan wujud 

peningkatan kualitas hasil kinerja 

di Pelatihan Dasar berbasis nilai 

integritas, profesionalisme, 

jiwa hospitality, dan networking 

yang luas 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui pembahasan 

draf regulasi yang 

membantu pelaksanaan 

kinerja 

5 
Evaluasi dan Tindak 

Lanjut 

5.1. Mengevaluasi hasil 

akhir draf Persekjen 

melalui diskusi dengan 

pejabat Bagian Risalah 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan berisi hasil 

evaluasi terhadap 

naskah draf Persekjen 

yang meliputi 

keunggulan, kelemahan, 

catatan kritis, dan 

kemungkinan langkah 

administratif/hukum 

selanjutnya 

Akuntabel: 

Evaluasi hasil akhir draf Persekjen 

merupakan wujud akuntabilitas, 

yaitu melalui pelaksanaan tugas 

secara jujur dan bertanggung 

jawab 

 

Kompeten: 

Evaluasi hasil akhir draf Persekjen 

merupakan wujud peningkatan 

kompetensi melalui penerimaan 

feedback guna menjawab 

tantangan lebih lanjut dan 

mencapai kualitas kerja yang 

terbaik 

 

Kolaboratif: 

Evaluasi hasil akhir draf Persekjen 

Manajemen ASN: 

Evaluasi hasil akhir draf 

Persekjen merupakan wujud 

profesionalitas dan 

akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU 

No. 20/2023 tentang ASN  

 

SMART ASN: 

Evaluasi hasil akhir draf 

Persekjen merupakan wujud 

pengelolaan data dan informasi 

secara efektif serta penilaian 

terhadap hasil kinerja berbasis 

nilai integritas, 

profesionalisme, dan 

networking yang luas 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan evaluasi hasil 

draf Persekjen 

merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah 

rapat DPR RI 

 

Fungsi Bagian 

Risalah: 

Tahapan evaluasi 

merupakan wujud 

pelaporan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bagian 

Risalah 

 

Tugas dan Fungsi: 
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merupakan wujud keterbukaan 

dalam menerima feedback serta 

kerja sama dalam memperbaiki 

hasil aktualisasi supaya 

menghasilkan nilai tambah 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui evaluasi draf 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 

5.2. Menentukan tindak 

lanjut terhadap naskah 

draf Persekjen pasca-

habituasi melalui diskusi 

dengan pejabat Bagian 

Risalah 

Mendapatkan 1 (satu) 

catatan berisi tindak 

lanjut terhadap naskah 

draf Persekjen yang 

telah diajukan 

Berorientasi Pelayanan: 

Penentuan tindak lanjut naskah 

draf Persekjen merupakan wujud 

memahami kebutuhan, kinerja 

cekatan dan solutif, serta 

perbaikan tiada henti terhadap 

hasil aktualisasi Pelatihan Dasar 

 

Akuntabel: 

Penentuan tindak lanjut naskah 

draf Persekjen merupakan wujud 

akuntabilitas melalui pelaksanaan 

tugas secara bertanggung jawab 

terhadap hasil aktualisasi Pelatihan 

Dasar 

 

Kolaboratif: 

Penentuan tindak lanjut naskah 

draf Persekjen merupakan wujud 

Manajemen ASN: 

Penentuan tindak lanjut naskah 

draf Persekjen merupakan wujud 

profesionalitas dan 

akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU 

No. 20/2023 tentang ASN 

 

SMART ASN: 

Penentuan tindak lanjut naskah 

draf Persekjen merupakan wujud 

pengelolaan data dan informasi 

secara efektif serta penilaian 

terhadap hasil kinerja berbasis 

nilai integritas, 

profesionalisme, dan 

networking yang luas 

Fungsi Biro 

Persidangan I: 

Tahapan penentuan 

tindak lanjut draf 

Persekjen merupakan 

wujud pelaksanaan 

dukungan penyusunan 

risalah rapat DPR RI 

 

Fungsi Bagian 

Risalah: 

Tahapan penentuan 

tindak lanjut draf 

Persekjen merupakan 

wujud pelaporan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi Bagian Risalah 

 

Tugas dan Fungsi: 
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keterbukaan terhadap peluang 

dan kerja sama dengan pihak lain 

yang memungkinkan adanya 

tindak lanjut dari hasil aktualisasi 

Pelatihan Dasar 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap 

proses penyusunan 

risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan 

Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif 

melalui penentuan 

tindak lanjut draf 

regulasi yang membantu 

pelaksanaan kinerja 
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B. Stakeholder 

 Dalam praktiknya, pelaksanaan gagasan aktualisasi perlu melibatkan kerja sama 

dengan sejumlah stakeholder guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan 

stakeholder yang dilibatkan dalam pelaksanaan gagasan aktualisasi ini: 

1. Perisalah Legislatif di Bagian Risalah sebagai mitra konsultasi dan pemberi masukan; 

2. Kepala Bagian Risalah sebagai pimpinan unit kerja dan mitra konsultasi utama; dan 

3. Kepala Biro Persidangan I sebagai pimpinan unit pengusul dan mitra konsultasi utama. 

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Dalam pelaksanaan aktualisasi pada masa habituasi, terdapat beberapa kemungkinan 

kendala. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi kendala-kendala 

tersebut. Berikut merupakan kemungkinan kendala yang akan muncul dan strategi 

menghadapinya: 

Tabel 4. 2 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

No. Kendala Strategi Menghadapi Kendala 

1 

Terdapat kepentingan mendesak yang 

membuat PyB seperti Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro Persidangan I perlu 

mengganti jadwal pertemuan dalam 

rangka pelaksanaan aktualisasi penulis 

• Menghubungi PyB sejak hari pertama 

pelaksanaan aktualisasi guna 

memastikan jadwal 

• Menyampaikan materi secara 

tertulis/virtual apabila PyB tidak dapat 

ditemui secara langsung 

2 

Materi draf Persekjen sangat banyak 

yang perlu dimasukkan sehingga 

kewalahan dalam proses perumusan dan 

input ke dalam naskah 

• Menyiapkan aspek regulasi prioritas 

dan menempatkannya pada bab-bab 

dalam draf Persekjen 

• Menyiapkan rencana tindak lanjut 

pasca-Pelatihan Dasar guna 

pembahasan lebih spesifik tentang 

keseluruhan materi draf Persekjen 

 

D. Analisis Dampak 

Implementasi gagasan pemecahan isu dalam masa pelaksanaan aktualisasi 

menimbulkan beberapa dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut merupakan 

analisis dampak terhadap implementasi gagasan tersebut: 
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Tabel 4. 3 Analisis Dampak Implementasi Gagasan Pemecahan Isu 

No. Rentang Waktu Dampak 

1. Jangka Pendek 

(< 1 tahun) 

• Mengisi kekosongan hukum yang bersifat mendesak, 

sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan risalah dan 

kegiatan terkait, misalnya audit, penilaian, dan lain-lain 

• Memunculkan konsistensi terhadap mutu dokumen risalah 

rapat yang lebih baik serta sebagai dasar kepatuhan kinerja 

Perisalah Legislatif 

2. Jangka Menengah 

(1-3 tahun) 

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik 

mengingat dokumen risalah rapat dipublikasikan oleh AKD 

melalui laman resmi DPR RI 

• Memicu perbaikan kualitas feedback dan penyesuaian tata 

kelola kinerja, khususnya terhadap Bagian Risalah mengenai 

tugas dan fungsi penyusunan dokumen risalah rapat 

3. Jangka Panjang 

(> 3 tahun) 

• Menjadi tolok ukur best practices dan mutu dokumen risalah 

rapat bagi instansi pengguna, yaitu Perisalah Legislatif di 

luar Sekretariat Jenderal DPR RI 

• Meningkatkan mutu risalah rapat sebagai historical records 

yang dapat berguna dalam proses pengambilan kebijakan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain 

 

E. Jadwal Kegiatan 

Gagasan pemecahan isu tersebut akan dilaksanakan pada masa habituasi dengan 

rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Gagasan Pemecahan Isu 

No. Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
Agustus September 

IV I II III IV 

1. 
Riset Pokok Materi dan Rujukan 

Tambahan 
     

 a) Riset pembentukan produk hukum      

 b) Riset substansi pokok      

 c) Riset rujukan tambahan      

2. Konsultasi Materi Draf Persekjen      

 a) Konsultasi dengan mentor dan coach      
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b) Konsultasi dengan Kepala Bagian 

Risalah/ Kepala Biro Persidangan I 
     

 c) Perbaikan dan penyempurnaan materi      

3. Perumusan Draf Persekjen      

 
a) Menyusun kerangka peraturan dan tata 

letak 
     

 b) Merumuskan dan input pokok substansi      

 c) Konsultasi final naskah      

4. Penyampaian Usulan dan Pembahasan      

 

a) Menyampaikan draf Persekjen ke 

Kepala Bagian Risalah/ Kepala Biro 

Persidangan I 

     

 
b) Pembahasan dengan Kepala Bagian 

Risalah/ Kepala Biro Persidangan I 
     

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut      

 a) Evaluasi hasil akhir draf Persekjen      

 b) Penentuan agenda tindak lanjut      
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BAB V  

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Aktualisasi penulis dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2024 hingga 3 

Oktober 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari lima kegiatan yang 

direncanakan, terdapat satu kegiatan yang berlangsung di luar jadwal yang semestinya. 

Sementara itu, seluruh tahapan kegiatan berlangsung tanpa adanya penambahan atau 

pengurangan jumlah tahapan. Berikut tabel realisasi kegiatan aktualisasi penulis: 

Tabel 5. 1 Realisasi Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

No. Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
Agustus September 

IV I II III IV 

1. 
Riset Pokok Materi dan Rujukan 

Tambahan 
     

 a) Riset pembentukan produk hukum      

 b) Riset substansi pokok      

 c) Riset rujukan tambahan      

2. Konsultasi Materi Draf Persekjen      

 
a) Konsultasi dengan mentor dan 

coach 
     

 
b) Konsultasi dengan Kepala Bagian 

Risalah/ Kepala Biro Persidangan I 
     

 
c) Perbaikan dan penyempurnaan 

materi 
     

3. Perumusan Draf Persekjen      

 
a) Menyusun kerangka peraturan dan 

tata letak 
     

 
b) Merumuskan dan input pokok 

substansi 
     

 c) Konsultasi final naskah      

4. 
Penyampaian Usulan dan 

Pembahasan 
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a) Menyampaikan draf Persekjen ke 

Kepala Bagian Risalah/ Kepala Biro 

Persidangan I 

     

 

b) Pembahasan dengan Kepala 

Bagian Risalah/ Kepala Biro 

Persidangan I 

     

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut      

 a) Evaluasi hasil akhir draf Persekjen      

 b) Penentuan agenda tindak lanjut      

 

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Kegiatan aktualisasi penulis terdiri dari lima kegiatan yang mana masing-

masing kegiatan terdiri dari sejumlah tahapan kegiatan. Berikut merupakan uraian dari 

kegiatan dan tahapan kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan aktualisasi: 

B.1. Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan 

a. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan pertama dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2024 

hingga 31 Agustus 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan riset mengenai tata cara pembentukan produk hukum di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan riset awal mengenai 

pembentukan produk hukum guna mengetahui norma atau kaidah apa saja 

yang perlu dipatuhi dan dipenuhi dalam penyusunan draf Persekjen. 

Referensi utama dalam tahapan kegiatan ini adalah Persekjen Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang 

pembentukan produk hukum yang dapat diakses melalui kode QR, 

sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman 

lampiran: 
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Gambar 5. 1 Catatan Riset Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

 
2) Melakukan riset mengenai substansi pokok peraturan teknis 

penyusunan risalah 

Setelah riset pembentukan produk hukum, tahapan kegiatan 

selanjutnya adalah riset substansi pokok yang akan dimasukkan ke dalam 

draf Persekjen. Riset ini bersumber dari beberapa peraturan dan 

kesepakatan tidak tertulis tentang cara penyusunan risalah rapat di Bagian 

Risalah. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang 

substansi pokok draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, 

sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman 

lampiran: 
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Gambar 5. 2 Catatan Riset Substansi Pokok 

 
3) Melakukan riset rujukan tambahan dari Hansard Reports UK 

Parliament 

Sebagai nilai tambah terhadap aktualisasi ini, penulis menambahkan 

aspek referensi baru dari UK Parliament tentang penyusunan minutes of 

meeting bernama Hansard Reports. Melalui dokumen tentang cara 

penyusunan Hansard Reports, penulis meneliti beberapa substansi untuk 

kemudian diadaptasikan ke dalam tata cara penyusunan risalah rapat di 

Parlemen Indonesia. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan riset tentang 

penyusunan Hansard Reports sebagai rujukan tambahan yang dapat 

diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih lengkap dapat 

dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 3 Catatan Riset Rujukan Tambahan 

 
b. Capaian Aktualisasi 

Dari kegiatan pertama, penulis mendapatkan catatan berisi tata cara 

pembentukan produk hukum, substansi pokok draf Persekjen, dan rujukan 

tambahan dari Hansard Reports UK Parliament. 

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK 

1) Berorientasi Pelayanan 

Kegiatan pertama merupakan wujud sikap solutif dan perbaikan tiada 

henti terhadap permasalahan di Bagian Risalah melalui prosedur yang 

tepat serta rujukan yang berkualitas. 

2) Kompeten 

Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan kompetensi dan 

pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik. 

3) Adaptif 

Kegiatan pertama merupakan wujud penyelesaian masalah secara 

adaptif dengan cara menghadirkan pengetahuan dan pendekatan baru. 

d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN 

1) Manajemen ASN 

Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan profesionalisme. 

2) SMART ASN 

Kegiatan pertama merupakan wujud peningkatan nilai integritas dan 

profesionalisme, wawasan global, dan penguasaan bahasa asing. 

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kegiatan pertama mendukung visi misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

upaya peningkatan profesionalitas, kualitas dukungan, dan pelayanan prima 

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selain itu, kegiatan pertama linier 

dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah 

rapat. 

B.2. Konsultasi Materi Draf Persekjen 

a. Deskripsi Kegiatan 



53  

Kegiatan kedua dilaksanakan mulai dari tanggal 3 September 2024 

hingga 13 September 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach tentang hasil riset 

berupa materi yang akan dimasukkan ke dalam draf Persekjen 

Setelah melakukan riset terhadap seluruh kebutuhan, penulis 

mengkonsultasikan hasil riset kepada mentor dan coach guna 

mendapatkan feedback. Proses konsultasi diharapkan dapat memperbaiki 

hasil riset sekaligus menambahkan suatu hal yang sebelumnya 

terlewatkan. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan hasil konsultasi 

yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih 

lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 

 

 

Gambar 5. 4 Catatan Konsultasi Mentor dan Coach 

 
 

2) Melakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Risalah dan atasan di 

unit kerja guna menyampaikan maksud gagasan aktualisasi, 

mendiskusikan masukan, dan menentukan langkah berikutnya 

Konsultasi berikutnya dilakukan dengan Kepala Biro Persidangan I, 

Kepala Bagian Risalah, dan atasan di unit kerja sebagai stakeholder 

aktualisasi ini. Atasan di unit kerja yang terlibat sebagai mitra yaitu: 1) 

Nadya Sucianti (PL Ahli Pertama), 2) Oki Rusera (PL Ahli Muda), 3) 

Andrie Widianto (PL Ahli Muda), dan 4) Febrianto Wisnu (PL Ahli 

Madya). Konsultasi tersebut diharapkan dapat menyesuaikan alur pikir 

dari draf Persekjen dengan kebutuhan organisasi dan orientasi tata kelola 

Bagian Risalah ke depannya. 
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Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan hasil konsultasi 

yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih 

lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 

 

 

Gambar 5. 5 Catatan Konsultasi Atasan, Kabag Risalah, dan Kepala 

Biro Persidangan I 

 
3) Memperbaiki dan menyempurnakan materi draf Persekjen 

berdasarkan hasil konsultasi 

Setelah konsultasi dengan sejumlah stakeholder, langkah berikutnya 

adalah perbaikan dan penyempurnaan materi sebelum disusun ke dalam 

format atau templat Persekjen. Tahapan kegiatan ini meliputi pemilahan 

ulang substansi yang dapat ditambahkan, dieliminasi, atau dikaji ulang 

sebagai muatan Persekjen. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan perbaikan dan 

penyempurnaan materi yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan 

dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 6 Catatan Perbaikan dan Penyempurnaan Materi 

 
b. Capaian Aktualisasi 

Dari kegiatan kedua, penulis mendapatkan catatan berisi hasil konsultasi 

dengan mentor, coach, Kepala Bagian, dan Kepala Biro Persidangan I terkait 

materi substansi draf Persekjen. Selain itu, penulis mendapatkan satu 

dokumen mentah berisi materi yang akan dimasukkan ke dalam draf 

Persekjen. 

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK 

1) Akuntabel 

Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 

2) Harmonis 

Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan menjaga 

keharmonisan dan kondusivitas dalam kegiatan Pelatihan Dasar. 

3) Loyal 

Kegiatan kedua merupakan wujud pelaksanaan tugas dengan menjaga 

nama baik sesama ASN dan instansi dengan cara membangun 

komunikasi proaktif dan suportif. 

4) Adaptif 
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Kegiatan kedua merupakan wujud penyesuaian diri terhadap 

perubahan keadaan, pemanfaatan peluang inovasi, pengembangan 

kreativitas, dan tindakan yang proaktif. 

5) Kolaboratif 

Kegiatan kedua merupakan wujud kerja sama guna menghasilkan nilai 

tambah dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar. 

d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN 

1) Manajemen ASN 

Kegiatan kedua merupakan wujud peningkatan profesionalisme, 

keterbukaan, akuntabilitas, serta kinerja efektif dan efisien.  

2) SMART ASN 

Kegiatan kedua merupakan wujud peningkatan integritas, 

profesionalisme, dan pemanfaatan networking yang luas. 

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kegiatan kedua mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan 

dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan kedua linier 

dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah 

rapat. 

B.3. Perumusan Draf Persekjen 

a. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan ketiga dilaksanakan mulai dari tanggal 9 September 2024 

hingga 17 September 2024. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Menyusun kerangka peraturan dan tata letak sesuai Persekjen No. 2 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mengunduh templat Persekjen 

dari laman Portal DPR kemudian menyusun kerangka utama yang 

meliputi konsiderans, judul bab, dan judul lampiran. Proses ini juga 

mencakup pengaturan tentang format teknis Persekjen seperti jenis huruf, 

ukuran huruf, dan tata letak lampiran sesuai peraturan yang berlaku. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa kerangka awal Persekjen 

yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih 

lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 7 Kerangka Awal Draf Persekjen 

 
2) Merumuskan pokok subtansi dan memasukkannya ke dalam naskah 

draf Persekjen yang meliputi butir-butir pasal, ayat, huruf, dan lain-

lain 

Selanjutnya, penulis memasukkan substansi ke dalam draf Persekjen 

yang meliputi klausul dalam bentuk pasal, ayat, huruf, dan lampiran 

terkait. Secara keseluruhan, draf Persekjen yang telah disusun terdiri dari 

6 bab, 14 pasal, dan 4 lampiran. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa naskah lengkap Persekjen 

yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih 

lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 8 Naskah Lengkap Draf Persekjen 

 
3) Melakukan konsultasi tahap akhir terkait keseluruhan naskah draf 

Persekjen dengan Kepala Bagian Risalah dan atasan di unit kerja 

sebelum dilakukan penyampaian usulan 

Proses perumusan dan input ke dalam draf kemudian disempurnakan 

dengan konsultasi akhir. Konsultasi ini dilakukan dengan atasan di unit 

kerja, yaitu Febrianto Wisnu (PL Ahli Madya) guna mengoreksi dan 

memperbaiki kesalahan dalam proses drafting. Selain itu, tahapan 

kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan seluruh materi yang 

diperlukan dalam tahapan kegiatan berikutnya sebagai inti aktualisasi 

penulis, yaitu penyampaian usulan dan pembahasan. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan konsultasi akhir 

hasil draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan 

dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 9 Catatan Konsultasi Final 

 
b. Capaian Aktualisasi 

Dari kegiatan ketiga, penulis mendapatkan naskah draf Persekjen yang 

lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selain itu, penulis 

mendapatkan satu catatan konsultasi mengenai hasil akhir draf Persekjen. 

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK 

1) Berorientasi Pelayanan 

Kegiatan ketiga merupakan wujud pelayanan yang cekatan dan solutif, 

dapat diandalkan, perbaikan tiada henti, serta memahami dan 

memenuhi kebutuhan. 

2) Akuntabel 

Kegiatan ketiga merupakan wujud pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. 

3) Kolaboratif 

Kegiatan ketiga merupakan wujud sikap terbuka dan kerja sama guna 

menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar. 

d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN 

1) Manajemen ASN 

Kegiatan ketiga merupakan wujud pemberian kepastian hukum, 

keterpaduan, peningkatan profesionalisme, keterbukaan, dan 

akuntabilitas. 

2) SMART ASN 

Kegiatan ketiga merupakan wujud peningkatan profesionalisme, 

integritas, penguasaan IT, dan pemanfaatan networking yang luas. 

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kegiatan ketiga mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan 

dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan ketiga linier 

dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah 

rapat. 

B.4. Penyampaian Usulan dan Pembahasan 

a. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan keempat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024. 

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari dua tahapan kegiatan sebagai berikut: 
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1) Menyampaikan usulan draf Persekjen ke Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro Persidangan I guna mendapat tindak lanjut 

Mulanya, tahapan kegiatan ini diprioritaskan untuk menyasar 

Kepala Biro Persidangan I sebagai stakeholder utama. Akan tetapi, 

perubahan jadwal kegiatan mesti dilakukan secara mendadak karena 

kesibukan Kepala Biro Persidangan I dalam persiapan agenda pelantikan 

anggota baru DPR RI yang tidak dapat diganggu. Kepala Biro Persidangan 

I juga menawarkan agar penyampaian usulan dapat dilakukan setelah 

agenda pelantikan. Namun, menimbang waktu yang sangat terbatas, 

penulis memutuskan untuk melakukan penyampaian usulan dan 

pembahasan dengan Kepala Bagian Risalah dan pejabat lain. Sedangkan, 

pertemuan dengan Kepala Biro Persidangan I dapat dilakukan pasca-

habituasi di luar dari kebutuhan aktualisasi. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan penyampaian 

usulan draf Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan 

dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 

 

 

Gambar 5. 10 Catatan Penyampaian Usulan Draf Persekjen 

 
2) Melakukan sesi pembahasan dengan Kepala Bagian Risalah/Kepala 

Biro Persidangan I terkait tindak lanjut draf Persekjen 

Tahapan kegiatan pembahasan dilakukan pada sesi berikutnya 

setelah penyampaian usulan. Dalam pembahasan, penulis menerima 

beberapa komentar dan saran terkait draf Persekjen hasil aktualisasi yang 

meliputi aspek teknis, legal, dan administratif. Terdapat 10 orang yang 

hadir dalam agenda penyampaian usulan dan pembahasan yang meliputi 

Kepala Bagian Risalah, Kepala Subbagian Risalah dan TU, dan pejabat 
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fungsional yang saat ini terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan pembahasan draf 

Persekjen yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi 

lebih lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 

 

 

Gambar 5. 11 Catatan Pembahasan Draf Persekjen 

 
b. Capaian Aktualisasi 

Dari kegiatan keempat, penulis mendapatkan catatan terkait proses 

penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen dengan stakeholder 

terkait. 

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK 

1) Akuntabel 

Kegiatan keempat merupakan wujud pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. 

2) Kolaboratif 

Kegiatan keempat merupakan wujud keterbukaan dan kerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah bersama. 

d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN 

1) Manajemen ASN 

Kegiatan keempat merupakan wujud peningkatan profesionalisme, 

keterbukaan, dan akuntabilitas. 

2) SMART ASN 
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Kegiatan keempat merupakan wujud peningkatan integritas, 

profesionalisme, jiwa hospitality, dan pemanfaatan networking yang 

luas. 

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kegiatan keempat mendukung fungsi Biro Biro Persidangan I dalam hal 

pelaksanaan dukungan penyusunan risalah DPR RI. Selain itu, kegiatan 

keempat linier dengan tugas dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait 

penyusunan risalah rapat. 

B.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut  

a. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024. 

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi hasil akhir draf Persekjen melalui diskusi dengan 

pejabat Bagian Risalah 

Tahapan kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengumpulkan feedback 

terhadap hasil aktualisasi dan proses pengerjaannya. Mitra atau 

stakeholder yang terlibat dalam tahapan kegiatan ini adalah Kepala 

Bagian Risalah dan atasan di unit kerja, yaitu Oki Rusera (PL Ahli Muda). 

Dalam tahapan ini pula penulis meminta bantuan Kepala Bagian Risalah 

untuk membuat video testimoni tentang hasil aktualisasi penulis. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan evaluasi yang 

dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih lengkap 

dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 12 Catatan Evaluasi 

 
2) Menentukan tindak lanjut terhadap naskah draf Persekjen pasca-

habituasi melalui diskusi dengan pejabat Bagian Risalah 

Evaluasi dilanjutkan dengan penentukan tindak lanjut mengingat 

bahwa hasil aktualisasi penulis merupakan produk berkelanjutan yang 

berjangka panjang. Penentuan tindak lanjutan dilakukan bersama atasan 

di unit kerja, yaitu Febrianto Wisnu (PL Ahli Madya) yang juga 

merupakan ketua tim penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Perisalah Legislatif. Penentuan tindak lanjut menyasar beberapa hal, 

misalnya pembuatan dokumen lanjutan seperti kerangka acuan dan nota 

dinas, pembentukan tim, pengkajian kebutuhan dan kondisi instansi 

pengguna, dan lain-lain. 

Berikut merupakan bukti kegiatan berupa catatan penentuan tindak 

lanjut yang dapat diakses melalui kode QR, sedangkan dokumentasi lebih 

lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran: 
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Gambar 5. 13 Catatan Penentuan Tindak Lanjut 

 
b. Capaian Aktualisasi 

Dari kegiatan kelima, penulis mendapatkan catatan hasil evaluasi dan rencana 

tindak lanjut terhadap draf Persekjen yang sudah disusun dan diusulkan. 

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK 

1) Berorientasi Pelayanan 

Kegiatan kelima merupakan wujud memahami kebutuhan, kinerja 

cekatan dan solutif, serta perbaikan tiada henti. 

2) Akuntabel 

Kegiatan kelima merupakan wujud pelaksanaan tugas secara jujur dan 

bertanggung jawab. 

3) Kompeten 

Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan kompetensi melalui 

penerimaan feedback guna mencapai kualitas kerja terbaik. 

4) Kolaboratif 

Kegiatan kelima merupakan wujud keterbukaan dan kerja sama 

terhadap hasil aktualisasi. 

d. Pemaknaan Nilai Manajemen ASN dan SMART ASN 

1) Manajemen ASN 

Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan profesionalisme 

dan akuntabilitas. 

2) SMART ASN 

Kegiatan kelima merupakan wujud peningkatan integritas, 

profesionalisme, dan pemanfaatan networking yang luas. 

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kegiatan kelima mendukung fungsi Biro Persidangan I dalam hal pelaksanaan 

dukungan penyusunan risalah DPR RI. Kegiatan ini juga linier dengan tugas 

dan fungsi jabatan penulis, yaitu terkait penyusunan risalah rapat. Selain itu, 

kegiatan ini mendukung fungsi Bagian Risalah dalam hal pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

C. Stakeholder 

Pelaksanaan aktualisasi penulis melibatkan tiga stakeholder utama di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan peran masing-masing stakeholder: 

1. Perisalah Legislatif di Bagian Risalah sebagai mitra konsultasi dan pemberi masukan; 

2. Kepala Bagian Risalah sebagai pimpinan unit kerja dan mitra konsultasi utama; dan 
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3. Kepala Biro Persidangan I sebagai pimpinan unit pengusul dan mitra konsultasi utama. 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Dalam pelaksanaan aktualisas, terdapat beberapa kemungkinan kendala. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Berikut 

merupakan kemungkinan kendala yang akan muncul dan strategi menghadapinya:  

Tabel 5. 2 Kendala Riil dan Strategi Menghadapi Kendala 

No. Prediksi Kendala Kendala Riil 
Strategi Menghadapi 

Kendala Riil 

1 

Terdapat kepentingan 

mendesak yang 

membuat PyB seperti 

Kepala Bagian 

Risalah/  Kepala Biro 

Persidangan I perlu 

mengganti jadwal 

pertemuan dalam 

rangka pelaksanaan 

aktualisasi penulis 

Kepala Biro Persidangan I 

sebagai salah satu 

stakeholder utama 

terpaksa mengatur ulang 

jadwal pertemuan karena 

persiapan agenda 

pelantikan anggota baru 

DPR RI yang memakan 

waktu cukup lama 

• Mengatur ulang jadwal 

pertemuan dengan Kepala 

Biro Persidangan I pasca-

habituasi agar pembahasan 

dapat tetap berjalan 

• Mengganti stakeholder 

dalam tahapan kegiatan 

penyampaian usulan 

menjadi Kepala Bagian 

Risalah 

• Materi draf Persekjen untuk 

penyampaian usulan 

dimatangkan lebih lanjut 

menjelang Permenpan-RB 

tentang JF PL yang baru 

dan Persekjen turunannya 

2 

Materi draf Persekjen 

sangat banyak yang 

perlu dimasukkan 

sehingga kewalahan 

dalam proses 

perumusan dan input 

ke dalam naskah 

Tidak ada 

Tidak ada, keseluruhan materi 

yang telah disiapkan telah 

dapat dirumuskan dan 

dimasukkan ke dalam draf 

Persekjen 
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E. Analisis Dampak 

Pelaksanaan aktualisasi telah dan akan menimbulkan beberapa dampak dalam jangka 

pendek, menengah, dan panjang. Berikut merupakan analisis singkat terhadap dampak 

pelaksanaan aktualisasi tersebut: 

Tabel 5. 3 Analisis Dampak Pelaksanaan Aktualisasi 

No. Rentang Waktu Dampak 

1. Jangka Pendek 

(< 1 tahun) 

• Bertindak sebagai dasar hukum bagi penyusunan risalah 

rapat yang dapat diselaraskan dengan peraturan lain tentang 

pelaksanaan jabatan fungsional Perisalah Legislatif seperti 

SOP dan SKHK. 

• Memberikan tawaran standardisasi format risalah rapat 

untuk digunakan seluruh Perisalah Legislatif dengan dasar 

hukum yang kuat. 

2. Jangka Menengah 

(1-3 tahun) 

• Menjadi early trigger bagi peningkatan akuntabilitas dan 

transparansi publik menimbang status dokumen risalah rapat 

sebagai salah satu produk Sekretariat Jenderal DPR RI. 

• Menjadi bahan pembahasan dalam agenda perbaikan tata 

kelola Bagian Risalah, utamanya terkait dengan regulasi 

dokumen risalah rapat sebagai salah satu output kinerja 

Perisalah Legislatif. 

3. Jangka Panjang 

(> 3 tahun) 

• Menawarkan skema pengaturan terkait dokumen risalah 

rapat sebagai salah satu acuan dan tolok ukur best practices 

bagi perisalah di level instansi pengguna. 

• Menjadi salah satu kontributor dalam peningkatan mutu 

dokumen risalah rapat sebagai historical records yang dapat 

berguna dalam proses pengambilan kebijakan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 
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F. Komparasi Before-After 

 Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi, dapat dihasilkan suatu komparasi terhadap 

kondisi yang eksis sebelum aktualisasi dengan setelah aktualisasi. Kondisi tersebut 

menyangkut pengaturan tentang standar format risalah rapat. Berikut merupakan uraian singkat 

komparasi tersebut: 

Tabel 5. 4 Komparasi Before-After 

Sebelum Aktualisasi Setelah Aktualisasi 

 
 

Keputusan BURT No. 12/BURT/DPR 

RI/II/2011-2012 tentang Penetapan 

Pedoman Penyusunan Naskah Resmi dan 

Surat Dinas DPR RI 

Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Risalah Rapat 

 

 Berdasarkan komparasi di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan tentang standar 

format risalah rapat sebelum aktualisasi mengacu kepada Keputusan BURT No. 

12/BURT/DPR RI/II/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Naskah Resmi dan 

Surat Dinas DPR RI. Aturan tersebut mengatur penyusunan risalah rapat secara umum tanpa 

detail yang rinci. Terlebih, aturan tersebut belum disusun dengan orientasi sebagai instansi 

pembina sehingga tidak cukup relevan untuk digunakan dalam menghadapi situasi dan 

tantangan yang akan datang. 

 Setelah aktualisasi, pengaturan tentang standar format risalah rapat diakomodasi di 

dalam draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah 

Rapat secara lebih detail sehingga standardisasi format lebih dapat dicapai. Draf Persekjen 

tersebut juga hanya mengatur risalah rapat sebagai satu dokumen secara spesifik. Selain itu, 

draf Persekjen juga menguatkan kedudukan hukum dari pengaturan risalah rapat itu sendiri. 

Terakhir, draf Persekjen memperkuat keabsahan dan legalitas sebagai acuan bagi kinerja 

perisalah di instansi pengguna. 
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 Hal lain yang perlu digarisbawahi setelah aktualisasi adalah bahwa draf Persekjen 

tersebut merupakan hasil kolaborasi antara penulis dengan beberapa rekan CPNS Sekretariat 

Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2023 yang memiliki singgungan topik tentang format risalah 

rapat. Kolaborasi dalam hal ini utamanya berupa diskusi guna menyamakan persepsi tentang 

aspek-aspek teknis dalam penyusunan risalah rapat. Dengan demikian, draf Persekjen hasil 

aktualisasi merupakan produk pemikiran yang dapat mewadahi gagasan kreatif beberapa rekan 

CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI yang menunjukkan adanya kolaborasi dalam pemecahan 

masalah di unit kerja. Berikut merupakan tiga rekan CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI di unit 

kerja Bagian Risalah yang terlibat aktif dalam diskusi terkait substansi draf Persekjen bersama 

penulis: 

Tabel 5. 5 Rekan CPNS sebagai Mitra Diskusi 

No. Nama Aktualisasi 

1. Fanaya Armansy, S.I.Kom. 
Standardisasi Penyusun Bagian Kepala Pada 

Risalah Rapat Sementara 

2. Keysha Raafasya Fonna, S.I.A. 

Penyusunan Panduan Penulisan Daftar Kehadiran 

Risalah dalam Bentuk Infografis untuk 

Mendukung Keseragaman Risalah Rapat 

3. Sabila Aulia Rakhman, S.Sos. 
Panduan Tata Cara Penamaan Pembicara pada 

Risalah Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan aktualisasi ini merupakan produk tertulis dari kegiatan Pelatihan Dasar CPNS 

Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang diikuti oleh penulis. Laporan ini disusun sebagai 

wujud internalisasi dan implementasi seluruh materi pembelajaran, antara lain nilai-nilai 

BerAKHLAK, Manajemen ASN, SMART ASN, dan hal-hal terkait. Laporan ini juga 

menghadirkan manfaat kepada penulis dan unit kerja Bagian Risalah yang diharapkan 

membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. 

Melalui serangkaian proses, laporan aktualisasi ini menguraikan proses pelaksanaan 

satu gagasan kreatif berupa perumusan draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Risalah Rapat sebagai standardisasi format risalah rapat di 

Bagian Risalah. Gagasan tersebut berupaya mengatasi permasalahan belum tersedianya format 

risalah rapat yang terstandardisasi, kekosongan hukum tentang penyusunan risalah rapat, dan 

keperluan menghadirkan pedoman atau acuan bagi instansi pengguna menimbang status 

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai instansi pembina di ranah Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif. 

Secara prinsip, gagasan tersebut linier dengan tugas dan fungsi penulis sebagai 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama, khususnya berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a 

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif yang menyatakan bahwa penyusunan risalah rapat sementara sebagai salah satu 

tugas penulis. Sebab, penyusunan risalah rapat sementara sebagai embrio risalah rapat resmi 

memerlukan ketentuan dan format yang terstandar dan rigid sebagai acuan atau benchmark 

terhadap kualitas dokumen. Gagasan tersebut juga linier dengan fungsi penulis sebagai ASN 

berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu sebagai 

pelayan publik yang utamanya berkaitan dengan peran risalah rapat sebagai salah satu wujud 

transparansi DPR. 

Kemudian, gagasan tersebut disusun dengan berpanduan pada nilai-nilai 

BerAKHLAK, Manajemen ASN, dan SMART ASN. Nilai-nilai BerAKHLAK mencakup tujuh 

aspek, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif. Sedangkan untuk Manajemen ASN dan SMART ASN antara lain mencakup 

profesionalisme, integritas, kepastian hukum, keterpaduan, dan penguasaan terhadap 

teknologi. 

Gagasan tersebut kemudian dilaksanakan dengan rincian kegiatan yang rigid. Terdapat 

lima kegiatan, yaitu riset materi; konsultasi dengan mentor, coach, atasan unit kerja, dan 

Kepala Bagian Risalah; perumusan draf Persekjen; penyampaian usulan dan pembahasan 

kepada Kepala Bagian Risalah/Kepala Biro Persidangan I; serta evaluasi dan tindak lanjut. 

Masing-masing kegiatan diturunkan ke dalam tahapan kegiatan sehingga diperoleh 13 tahapan 

kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan stakeholder terkait dengan analisis 

kendala, analisis dampak, dan jadwal kegiatan yang tersusun rapi. Dengan demikian, 
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diharapkan bahwa gagasan penulis yang telah dilaksanakan dan dijelaskan dalam laporan 

aktualisasi ini dapat menjadi tawaran penyelesaian yang inovatif guna menjawab permasalahan 

yang eksis di Sekretariat Jenderal DPR RI secara umum dan Bagian Risalah secara khusus, 

utamanya mengenai belum tersedianya format risalah rapat yang terstandardisasi. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat 

disampaikan beberapa saran guna mengoptimalisasi dan menindaklanjuti pelaksanaan 

aktualisasi dalam laporan ini yaitu: 

1. Pelibatan stakeholder yang lebih luas guna mempermudah penyusunan Persekjen 

hingga diresmikan, misalnya melalui pembentukan tim Persekjen, komunikasi dengan 

Biro Hukum, uji petik/beban dengan instansi pengguna, dan sebagainya; 

2. Sosialisasi kepada seluruh Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan tentang produk akhir 

Persekjen apabila telah diresmikan; 

3. Pemeliharaan komunikasi yang lebih aktif dan proaktif dengan para stakeholder guna 

meningkatkan mutu gagasan; 

4. Pengelolaan feedback yang lebih mendalam dan aplikatif guna memperkuat dimensi 

teknis dan substantif draf Persekjen tersebut; 

5. Penyediaan data yang lebih holistik dan aktual serta dilengkapi dengan penjelasan 

tentang konteks permasalahan yang lebih makro, misalnya kekosongan hukum tentang 

risalah rapat secara nasional; dan 

6. Pengkajian terhadap masalah risalah secara makro, misalnya pengelolaan risalah 

sebagai bagian dari arsip nasional, pengaturan masa retensi risalah, dan lain-lain. 
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Lampiran 

 

Lampiran 1.a : Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi 

 

Nama : Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P. 

NIP : 200009222024041001 

Unit Kerja : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI 

Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Pertama 

Isu Kegiatan : Belum Tersedianya Format Risalah Rapat yang Terstandardisasi 

Nama Mentor : Ines Adhitya Pambudi, S.Sos 

 

Kegiatan 1: Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan 

PENYELESAIAN KEGIATAN CATATAN MENTOR 
PARAF 

MENTOR 

1.1. Melakukan riset mengenai tata 

cara pembentukan produk 

hukum di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR. 

1.2. Melakukan riset mengenai 

substansi pokok peraturan 

teknis penyusunan risalah. 

1.3. Melakukan riset rujukan 

tambahan dari Hansard Reports 

UK Parliament. 

 

Output: 

• Satu (1) catatan tentang tata 

cara pembentukan produk 

hukum. 

• Satu (1) catatan tentang 

substansi pokok draf Persekjen. 

• Satu (1) catatan tentang 

Hansard Reports sebagai 

rujukan tambahan. 

 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

• Berorientasi Pelayanan: 

Kegiatan pertama merupakan 

wujud perbaikan tiada henti 

terhadap permasalahan di Bagian 

Risalah melalui pencarian 

informasi substansial. Selain itu, 

kegiatan tersebut mengindasikan 

adanya sikap solutif. 

• Kompeten: 

• Pastikan bahwa format dan struktur 

Persekjen mengacu pada dasar 

hukum yang sesuai. 

• Pertimbangkan untuk memberikan 

contoh format risalah di bagian 

lampiran. 

• Tentukan batasan secara lebih jelas 

tentang hal-hal apa saja yang diatur 

di dalam Persekjen. 

• Tentukan batasan secara lebih jelas 

tentang status peraturan lain yang 

terkait dengan tata naskah risalah 

rapat, misalnya Keputusan BURT 

No. 12 Tahun 2011. 

• Berikan penekanan lebih pada 

aspek referensi, misalnya dengan 

menambahkan hal-hal lain terkait 

penyusunan risalah yang dapat 

mengacu dari produk risalah UK 

Parliament. 

• Pastikan bahwa substansi yang 

mengacu dari produk risalah UK 

Parliament telah disesuaikan 

dengan kondisi di DPR RI. 
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Kegiatan pertama merupakan 

wujud peningkatan kompetensi 

di bidang regulasi risalah 

sekaligus wujud pelaksanaan 

tugas sebagai CPNS Perisalah 

Legislatif Ahli Pertama dengan 

kualitas terbaik. 

• Adaptif: 

Kegiatan pertama merupakan 

wujud penyelesaian masalah di 

Bagian Risalah secara adaptif 

dengan cara menghadirkan 

pengetahuan dan pendekatan 

baru dari parlemen di luar negeri. 

• Manajemen ASN: 

Kegiatan pertama merupakan 

wujud peningkatan 

profesionalitas sesuai Pasal 1 

ayat (5) dan Pasal 2 UU No. 

20/2023 tentang ASN. 

• SMART ASN: 

Kegiatan pertama merupakan 

wujud pengelolaan data dan 

informasi secara efektif, 

perencanaan strategi yang 

terintegrasi, wawasan global, 

penguasaan bahasa asing, serta 

pemanfaatan teknologi untuk 

mengakses pengetahuan berbasis 

nilai profesionalisme dan 

integritas. 

 

Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi: 

• Visi dan Misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI: 

Kegiatan pertama merupakan 

upaya peningkatan 

profesionalitas, kualitas 

dukungan, dan pelayanan prima 

terhadap Dewan Perwakilan 

Rakyat RI. 

• Tugas dan Fungsi: 

Kegiatan pertama berkontribusi 

terhadap proses penyusunan 

risalah rapat sesuai Pasal 5 

Peraturan Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF Perisalah 

Legislatif melalui konsultasi 
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tentang perumusan regulasi yang 

membantu pelaksanaan kinerja. 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Kegiatan pertama menguatkan tiga 

nilai BerAKHLAK, yaitu 

Berorientasi Pelayanan, Kompeten, 

dan Adaptif. 

 

Kegiatan 2: Konsultasi Materi Draf Persekjen 

PENYELESAIAN KEGIATAN CATATAN MENTOR 
PARAF 

MENTOR 

2.1. Melakukan konsultasi dengan 

mentor dan coach tentang hasil 

riset berupa materi yang akan 

dimasukkan ke dalam draf 

Persekjen. 

2.2. Melakukan konsultasi dengan 

Kepala Bagian Risalah dan 

atasan di unit kerja guna 

menyampaikan maksud gagasan 

aktualisasi, mendiskusikan 

masukan, dan menentukan 

langkah berikutnya. 

2.3. Memperbaiki dan 

menyempurnakan materi draf 

Persekjen berdasarkan hasil 

konsultasi. 

 

Output: 

• Satu (1) catatan hasil konsultasi 

dengan mentor dan coach. 

• Satu (1) catatan hasil konsultasi 

dengan Kepala Biro 

Persidangan I, Kepala Bagian 

Risalah, dan atasan di unit 

kerja. 

• Satu (1) catatan perbaikan dan 

penyempurnaan materi. 

 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

• Akuntabel: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud pelaksanaan tugas 

dengan jujur, bertanggung 

jawab, dan berintegritas tinggi. 

• Harmonis: 

• Materi Persekjen sudah lumayan 

baik, hanya perlu dimatangkan lagi 

sebelum dirumuskan menjadi draf. 

• Pikirkan tindak lanjut dari 

penyusunan Persekjen, misalnya 

penyempurnaan draf pasca-

aktualisasi dan sebagainya. 

• Pastikan bahwa gagasan aktualisasi 

dalam bentuk Persekjen mendapat 

persetujuan dan dukungan dari 

Kepala Bagian dan pejabat terkait 

sebelum ditindaklanjuti. 

• Pastikan keseluruhan materi yang 

akan dimasukkan ke dalam 

Persekjen, mulai dari dasar hukum, 

unsur teknis, dan ketentuan-

ketentuan lain. 

• Setelah perumusan draf, 

persiapkan untuk tahap 

penyampaian usulan dan 

pembahasan. 
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Kegiatan kedua merupakan 

wujud menjaga keharmornisan 

dan kondusivitas dalam 

kegiatan Pelatihan Dasar. 

• Loyal: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud menjaga nama baik 

sesama ASN dan instansi 

dengan cara membangun 

komunikasi yang proaktif dan 

suportif. 

• Adaptif: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud penyesuaian diri 

terhadap perubahan keadaan, 

pemanfaatan peluang inovasi, 

pengembangan kreativitas, dan 

tindakan. 

• Kolaboratif: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud kerja sama guna 

menghasilkan nilai tambah 

dalam pelaksanaan Pelatihan 

Dasar. 

yang proaktif. 

• Manajemen ASN: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud keterbukaan dan 

akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU 

No. 20/2023 tentang ASN. 

• SMART ASN: 

Kegiatan kedua merupakan 

perwujudan pengembangan 

kompetensi dan monitoring 

kinerja dalam Pelatihan Dasar 

berbasis nilai integritas, 

profesionalisme, dan 

networking yang luas. 

 

Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi: 

• Fungsi Biro Persidangan I: 

Kegiatan kedua merupakan 

wujud pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah rapat DPR 

RI. 

• Tugas dan Fungsi: 

Kegiatan kedua berkontribusi 

terhadap proses penyusunan 

risalah rapat sesuai Pasal 5 
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Peraturan Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF Perisalah 

Legislatif melalui konsultasi 

tentang perumusan regulasi 

yang membantu pelaksanaan 

kinerja. 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Kegiatan kedua menguatkan lima 

nilai BerAKHLAK, yaitu Akuntabel, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif. 

 

Kegiatan 3: Perumusan Draf Persekjen 

PENYELESAIAN KEGIATAN CATATAN MENTOR 
PARAF 

MENTOR 

3.1. Menyusun kerangka peraturan 

dan tata letak sesuai Persekjen 

No. 2/2022 tentang 

Pembentukan Produk Hukum. 

3.2. Merumuskan pokok substansi 

dan memasukkannya ke dalam 

naskah draf Persekjen yang 

meliputi butir-butir pasal, ayat, 

huruf, dan lain-lain. 

3.3. Melakukan konsultasi tahap 

akhir terkait keseluruhan naskah 

draf Persekjen dengan Kepala 

Bagian Risalah dan atasan di 

unit kerja sebelum dilakukan 

penyampaian usulan. 

 

Output: 

• Satu (1) dokumen kerangka 

awal Persekjen dengan format 

yang telah disesuaikan serta 

detail pada bab-bab isinya. 

• Satu (1) naskah draf Persekjen 

yang utuh dan lengkap. 

• Satu (1) catatan mengenai hasil 

akhir naskah draf Persekjen. 

 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

• Berorientasi Pelayanan: 

Kegiatan ketiga merupakan 

wujud pelayanan yang solutif, 

dapat diandalkan, serta 

• Sesuaikan dengan aturan hukum 

yang ada, kalau perlu dapat 

merujuk ke aturan hukum lain 

seperti undang-undang sebagai 

referensi. 

• Substansi yang dimasukkan sudah 

cukup lengkap dan sudah mengacu 

ke Permenpan-RB No. 26/2017 

tentang Jabatan Fungsional 

Perisalah Legislatif. 

• Pastikan bahwa semua 

klausul/norma memiliki 

pertimbangan atau argumen 

sebagai dasarnya. 

• Apabila terdapat perubahan 

substansi, segera lakukan 

perbaikan supaya tahap 

penyampaian usulan ke Kepala 

Bagian/Kepala Biro Persidangan I 

lebih lancar. 
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memahami dan memenuhi 

kebutuhan. 

• Akuntabel: 

Kegiatan ketiga merupakan 

wujud pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, cermat, dan 

berintegritas tinggi. 

• Kolaboratif: 

Kegiatan ketiga merupakan 

wujud sikap terbuka dan kerja 

sama guna menghasilkan nilai 

tambah dalam pelaksanaan 

Pelatihan Dasar. 

• Manajemen ASN: 

Kegiatan ketiga merupakan 

wujud pemberian kepastian 

hukum dan keterpaduan sesuai 

Pasal 2 UU No. 20/2023 tentang 

ASN. 

• SMART ASN: 

Kegiatan ketiga merupakan 

wujud peningkatan kualitas 

pelayanan serta pemanfaatan 

teknologi Microsoft Office 

dalam membantu kinerja 

berbasis nilai profesionalisme, 

penguasaan IT, integritas, 

profesionalisme, dan 

networking yang luas. 

 

Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi: 

• Fungsi Biro Persidangan I: 

Tahapan perumusan draf 

Persekjen merupakan wujud 

pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah rapat DPR 

RI. 

• Tugas dan Fungsi: 

Tahapan kegiatan ini 

berkontribusi terhadap proses 

penyusunan risalah rapat sesuai 

Pasal 5 Peraturan Menteri PAN-

RB No. 26/2017 tentang JF 

Perisalah Legislatif melalui 

perumusan regulasi yang 

membantu pelaksanaan kinerja. 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 
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Tahapan kegiatan ini menguatkan 

tiga nilai BerAKHLAK, yaitu 

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

dan Kolaboratif. 

 

Kegiatan 4: Penyampaian Usulan dan Pembahasan 

PENYELESAIAN KEGIATAN CATATAN MENTOR PARAF 

MENTOR 

4.1. Menyampaikan usulan draf 

Persekjen ke Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro 

Persidangan I guna mendapat 

tindak lanjut. 

4.2. Melakukan sesi pembahasan 

dengan Kepala Bagian 

Risalah/Kepala Biro 

Persidangan I terkait tindak 

lanjut draf Persekjen. 

 

Output: 

• Satu (1) catatan proses 

penyampaian usulan draf 

Persekjen. 

• Satu (1) catatan proses 

pembahasan draf Persekjen. 

 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

• Akuntabel: 

Kegiatan keempat merupakan 

wujud akuntabilitas, yaitu 

pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab, disiplin, 

dan berintegritas tinggi. 

• Kolaboratif: 

Kegiatan keempat merupakan 

wujud keterbukaan dan kerja 

sama untuk menghasilkan nilai 

tambah bersama. 

• Manajemen ASN: 

Kegiatan keempat merupakan 

wujud profesionalitas, 

keterbukaan, dan akuntabilitas 

sesuai Pasal 2 UU No. 20/2023 

tentang ASN. 

• SMART ASN: 

Kegiatan keempat merupakan 

wujud peningkatan kualitas 

• Penyampaian usulan dan 

pembahasan berjalan lancar 

• Rangkum catatan hasil kegiatan 

dan gunakan untuk perbaikan 

naskah draf Persekjen ke depan 

• Tentukan tindak lanjut setelah 

aktualisasi terhadap draf Persekjen 

tersebut 
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hasil kinerja di Pelatihan Dasar 

berbasis nilai integritas, 

profesionalisme, jiwa 

hospitality, dan networking 

yang luas. 

 

Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi: 

• Fungsi Biro Persidangan I: 

Kegiatan keempat merupakan 

wujud pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah rapat DPR 

RI. 

• Tugas dan Fungsi: 

Kegiatan keempat berkontribusi 

terhadap proses penyusunan 

risalah rapat sesuai Pasal 5 

Peraturan Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF Perisalah 

Legislatif melalui penyampaian 

usulan draf regulasi yang 

membantu pelaksanaan kinerja. 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Kegiatan keempat menguatkan dua 

nilai BerAKHLAK, yaitu Akuntabel 

dan Kolaboratif. 

 

Kegiatan 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut 

PENYELESAIAN KEGIATAN CATATAN MENTOR PARAF 

MENTOR 

5.1. Mengevaluasi hasil akhir draf 

Persekjen melalui diskusi 

dengan pejabat Bagian Risalah. 

5.2. Menentukan tindak lanjut 

terhadap naskah draf Persekjen 

pasca-habituasi melalui diskusi 

dengan pejabat Bagian Risalah. 

 

Output: 

• Satu (1) catatan berisi evaluasi 

hasil draf Persekjen dan proses 

penyusunannya. 

• Satu (1) catatan berisi tindak 

lanjut terhadap draf Persekjen. 

 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

• Evaluasi dapat berupa pembuatan 

catatan, video testimoni, atau surat 

keterangan tergantung kebutuhan 

aktualisasi 

• Usahakan mendapat testimoni dari 

Kepala Bagian Risalah 

• Gunakan hasil evaluasi dan catatan 

tindak lanjut sebagai acuan untuk 

kegiatan pasca-aktualisasi terhadap 

draf Persekjen yang telah disusun 

• Melakukan koordinasi untuk 

menindaklanjuti draf Persekjen 

dengan pejabat Bagian Risalah 
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• Berorientasi Pelayanan: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud memahami kebutuhan, 

kinerja cekatan dan solutif, serta 

perbaikan tiada henti terhadap 

hasil aktualisasi Pelatihan Dasar. 

• Akuntabel: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud akuntabilitas melalui 

pelaksanaan tugas secara 

bertanggung jawab terhadap 

hasil aktualisasi Pelatihan Dasar. 

• Kompeten: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud peningkatan kompetensi 

melalui penerimaan feedback 

guna menjawab tantangan lebih 

lanjut dan mencapai kualitas 

kerja yang terbaik. 

• Kolaboratif: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud keterbukaan terhadap 

peluang dan kerja sama dengan 

pihak lain yang memungkinkan 

adanya tindak lanjut dari hasil 

aktualisasi Pelatihan Dasar. 

• Manajemen ASN: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud profesionalitas dan 

akuntabilitas sesuai Pasal 2 UU 

No. 20/2023 tentang ASN. 

• SMART ASN: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud pengelolaan data dan 

informasi secara efektif serta 

penilaian terhadap hasil kinerja 

berbasis nilai integritas, 

profesionalisme, dan networking 

yang luas. 

 

Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi: 

• Fungsi Biro Persidangan I: 

Kegiatan kelima merupakan 

wujud pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah rapat DPR 

RI. 

• Fungsi Bagian Risalah: 
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Kegiatan kelima merupakan 

wujud pelaporan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bagian Risalah. 

• Tugas dan Fungsi: 

Kegiatan kelima berkontribusi 

terhadap proses penyusunan 

risalah rapat sesuai Pasal 5 

Peraturan Menteri PAN-RB No. 

26/2017 tentang JF Perisalah 

Legislatif melalui penentuan 

tindak lanjut draf regulasi yang 

membantu pelaksanaan kinerja. 

 

Penguatan Nilai BerAKHLAK: 

Kegiatan kelima menguatkan empat 

nilai BerAKHLAK, yaitu 

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, dan Kolaboratif. 
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Lampiran 1.b : Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara 

 

Angkatan : XII 

Nama : Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P. 

Nomor Daftar Hadir : 25 

Instansi : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI 

Nama Mentor : Ines Adhitya Pambudi, S.Sos 

Jabatan Mentor : Perisalah Legislatif Ahli Pertama 

Nilai dari Mentor : 94 

 

No. 
Nilai Bela 

Negara 

Indikator 

Sikap dan 

Perilaku 

Aksi Tempat Waktu Bukti Paraf 

1. 
Cinta Tanah 

Air 

a) 

Menggunakan 

produk dalam 

negeri 

1) Menonton film 

biografi/dokumenter 

tentang sejarah 

Indonesia dalam 

rangka peringatan 

kemerdekaan 

Indonesia 

Kediaman 

Bulan 

Agustus 

(habituasi) 

Dok. Menyaksikan film Guru Bangsa: 

Tjokroaminoto (2015) 
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2) Membeli dan 

membaca buku-buku 

nonfiksi karya penulis 

dalam negeri tentang 

Indonesia 

Toko buku 
Setiap 

pekan 

Dok. Membaca buku Identitas dan 

Kenikmatan: Politik Budaya Layar di 

Indonesia karangan Ariel Heryanto 

(2015) 

 

 

  

b) Mencintai, 

menjaga, 

melestarikan 

lingkungan 

hidup 

1) Mengurangi 

konsumsi listrik 

dengan cara 

mematikan peralatan 

elektronik yang tidak 

lagi digunakan 

Kediaman/ 

lokasi kerja 
Harian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. Mematikan lampu dan AC 

ruangan kantor setelah jam kerja 
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RABN - Mematikan peralatan listrik 

yang tidak lagi dipakai sebagai upaya 

menjaga lingkungan.mp4 

 

   

2) Menggunakan 

transportasi umum 

sebagai upaya 

mengurangi emisi per 

kapita penyebab 

polusi udara 

Tempat 

umum 
Harian 

Dok. Melakukan perjalanan dengan 

KA Argo Dwipangga pada 14 

September 2024 

 

 

https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EQCmdlgZZ3NKlrL8RfUsB9ABYhKhN3uGXFf8fGcG_hW-JQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=8c7tsf
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2. 

Sadar 

Berbangsa 

dan 

Bernegara 

a) Menjalankan 

hak dan 

kewajiban 

1) Membayar pajak 

PPN pada produk 

makanan yang 

dikonsumsi 

Restoran Harian 

Dok. Struk belanja yang mencakup 

PPN 11% 
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2) Mematuhi aturan 

saat menggunakan 

Transjakarta sehingga 

dapat menikmati 

fasilitas dengan 

nyaman 

Tempat 

umum 
Harian 

Dok. Mematuhi aturan di Transjakarta 

tentang penggunaan handle dan tempat 

duduk prioritas 

 

 

  

b) 

Mendahulukan 

kepentingan 

umum 

1) Melakukan cek 

fakta secara online 

sebelum menyebarkan 

informasi tentang 

Pilkada 2024 

Online 
Setiap 

pekan 

Dok. Melakukan cek fakta Pilkada 

2024 di laman Tempo Cek Fakta 
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2) Mengantre di kasir 

ketika ingin 

membayar belanja 

bulanan 

Tempat 

umum 

Bulan 
Agustus 

(habituasi) 

Dok. Antre di kasir untuk membayar 

belanja 

 

 

3. 
Setia kepada 

Pancasila 

a) Menghormati 

hak asasi 

manusia 

1) Mengkampanyekan 

penghentian genosida 

di Palestina, Sudan, 

Kongo, dan lain-lain 

Online Harian 

Dok. Kampanye untuk mendukung 

penghentian genosida di Palestina 

melalui publikasi Instagram stories 
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2) Mengkampanyekan 

isu keadilan iklim 

sebagai bagian dari 

penghormatan 

terhadap hak asasi 

manusia 

Online Harian 

Dok. Kampanye keadilan iklim 

melalui publikasi opini di Instagram 

stories 

 

 

  
b) Musyawarah 

mufakat 

1) Musyawarah 

pembagian tugas 

pekerjaan risalah 

dengan rekan kerja 

Lokasi 

kerja 

Setiap 

pekan 

Dok. Musyawarah dengan APL Komisi 

XI tentang pembagian tugas 
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2) Musyawarah 

pengisian SKP 

Triwulan III dengan 

rekan kerja dan atasan 

Lokasi 

kerja 

Masa 

pengisian 

SKP 

Dok. Musyawarah rencana kerja dan 

SKP perisalah Komisi XI 

 

 

4. 

Rela 

Berkorban 

untuk 

Bangsa dan 

Negara 

a) Menyumbang 

tenaga, pikiran, 

dan kemampuan 

1) Mempublikasikan 

opini tentang masalah 

aktual di masyarakat 

sebagai bentuk 

sumbangsih pikiran 

Online 
Setiap 

bulan 

Dok. Publikasi opini di laman Medium 

 

https://medium.com/@rfhqm/setengah-

hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd 

 

 

https://medium.com/@rfhqm/setengah-hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd
https://medium.com/@rfhqm/setengah-hati-transisi-energi-5f2f0f8b1dcd
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2) Mengikuti diskusi 

akademik tentang isu-

isu krusial sebagai 

bentuk partisipasi dan 

sumbangsih pikiran 

Online 
Setiap 

bulan 

Dok. Mengikuti diskusi akademik oleh 

komunitas Baca Batja pada 25 Agustus 

2024 

 

RABN-Mengikuti diskusi akademik 

dari Baca Batja tentang musik dan 

politik sebagai bentuk partisipasi dan 

sumbangsih pikiran.MP4 

 

 

https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
https://dprsetjen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rifqi_makarim_dpr_go_id/EeuGUWhyVupHk9KDZglGbdsBCLxw0Xuoi80X4_R-L1rbgg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=s7D0ym
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b) Bela bangsa 

dan negara 

sesuai profesi 

1) Melakukan 

pelayanan publik 

dalam bentuk 

penyusunan risalah 

sebagai perwujudan 

bela negara sebagai 

CPNS 

Lokasi 

kerja 
Harian 

Dok. Menyusun risalah rapat Komisi 

XI 

 

 

   

2) Mengikuti 

pelatihan tentang 

pekerjaan guna 

mengasah skill dan 

pengetahuan bela 

negara 

Lokasi 

kerja/ 

online 

Setiap 

bulan 

Dok. Mengikuti pelatihan berbasis 

hasil aktualisasi Pelatihan Dasar rekan-

rekan perisalah tentang penyusunan 

risalah rapat 

 

 

5. 

Mempunyai 

Kemampuan 

Awal Bela 

Negara 

a) Cerdas 

emosional, 

spiritual, dan 

inteligensi 

1) Terus belajar dan 

mengasah 

kemampuan akademik 

guna mempersiapkan 

studi S2 

Kediaman Harian 

Dok. Mengikuti forum persiapan dan 

diseminasi tesis secara daring  
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2) Meningkatkan 

pengetahuan dan 

kemampuan teknis di 

bidang penulisan 

risalah sebagai bentuk 

upgrading 

Lokasi 

kerja 
Harian 

Dok. Mempelajari fitur pendukung 

penyusunan risalah rapat 

 

 

  

b) Menjaga 

kesehatan fisik 

dan mental 

1) Berolahraga 

bersama dengan rekan 

kerja guna 

meningkatkan 

kesehatan fisik 

Gelanggang 

olahraga 

Setiap 

pekan 

Dok. Mengikuti olahraga rutin 

mingguan bersama rekan perisalah 
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2) Mengisi hari libur 

dengan mindful 

activity untuk 

mengurangi stres 

akibat pekerjaan 

sehari-hari 

Kediaman/ 

tempat 

umum 

Setiap 

pekan 

Dok. Foto bersama penyair Aan 

Mansyur dalam Pesta Literasi 2024 di 

Taman Ismail Marzuki 
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Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching 

 

FORMULIR ALAT BANTU 

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII TAHUN 2024 

 

Nama  :  Rifqi Ahmad Makarim, S.I.P. 

Instansi :  Sekretariat Jenderal DPR RI 

NIP   :  200009222024041001 

Nama Coach :  Hermawan Syarif, S.Pd., M.Pd. 

 

No. 
Tanggal 

Pembimbingan 

Isu atau Hal yang 

Dibahas 

Media 

Komunikasi 

Rekomendasi 

Pembimbingan 

Tanda 

Tangan 

Coach 

1. 5 Agustus 2024 

Identifikasi isu dan 

bentuk output 

aktualiasi yang sesuai 

WhatsApp 

1. Isu yang dipilih 

memiliki dampak yang 

bisa menyelesaikan 

masalah nasional 

2. Output yang dipilih 

sudah sesuai dalam 

bentuk draf Persekjen 

 

2. 7 Agustus 2024 

Memantangkan 

rancangan aktualisasi 

dan bentuk output 

Zoom 

1. Perlu penguatan isu 

melalui pengumpulan 

data dan fakta yang 

akurat 

2. Konsultasikan lebih 

lanjut apakah draf 

Persekjen sudah sesuai 

dan dapat dikerjakan 

 

3. 9 Agustus 2024 

Kaitan aktualisasi 

dengan tugas dan 

fungsi jabatan 

WhatsApp 

Ide aktualisasi sudah terkait 

dengan tugas dan fungsi 

mengacu pada Permenpan-

RB No. 26 Tahun 2017 

tentang JFPL 
 

4. 
12 Agustus 

2024 
Rancangan aktualisasi Zoom 

1. Pastikan ketiga isu 

dapat dibuktikan 

dengan data dan fakta 

2. Isu perlu dikaitkan 

lebih detail dengan 

muatan mata pelatihan 

 

5. 
13 Agustus 

2024 

Meminta hasil 

testimoni pelatihan JF 

Perisalah Legislatif 

WhatsApp 

Hasil testimoni peserta 

pelatihan dapat digunakan 

sebagai penguat  

6. 
15 Agustus 

2024 
Rancangan aktualisasi Zoom 

1. Sempurnakan matriks 

dengan penjelasan 

deskriptif yang lebih 

detail  
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2. Siapkan presentasi dan 

manajemen waktu 

sebaik mungkin 

7. 
19 Agustus 

2024 

Persiapan seminar 

rancangan aktualisasi 
Zoom 

1. Lengkapi presentasi 

dengan nama coach 

dan mentor 

2. Pastikan semua aspek 

dalam rancangan 

aktualisasi masuk ke 

dalam presentasi 

3. Perhatikan komentar 

dan rekomendasi 

penguji 

4. Analisis dampak perlu 

dielaborasi ke dalam 

jangka pendek, 

menengah, dan panjang 

 

8. 
21 Agustus 

2024 

Hasil presentasi 

rancangan aktualisasi 
WhatsApp 

1. Keberlanjutan perlu 

dipastikan di bagian 

evaluasi 

2. Usahakan bertemu 

langsung dengan 

atasan untuk 

mendapatkan prioritas 

3. Beberapa bagian di 

naskah rancangan perlu 

diperbaiki 

 

9. 
4 September 

2024 

Konsultasi Laporan 

Minggu 1 
WhatsApp 

Tambahkan lampiran/ 

screenshot guna 

memperjelas konten dari 

kode QR  

10. 
12 September 

2024 

Konsultasi materi 

penyusunan draf 

Persekjen dan Laporan 

Minggu II 

WhatsApp 

Materi sudah bagus, hanya 

perlu disusun dengan baik 

dalam proses drafting  

11. 
20 September 

2024 

Konsultasi progress 

aktualisasi dan 

kendala pelaksanaan 

kegiatan 

Tatap muka 

1. Siapkan bukti kegiatan 

berupa video testimoni 

dari stakeholder 

2. Pastikan bukti kegiatan 

lengkap terutama 

dalam tahapan 

penyampaian usulan 

dan pembahasan 

dengan PyB 

3. Apabila terdapat 

perubahan jadwal 

maka dapat segera 

disesuaikan tanpa 

mengubah susunan 

kegiatan 

 

12. 
25 September 

2024 

Konsultasi Laporan 

Minggu 3 
WhatsApp 

1. Matangkan persiapan 

untuk tahap 

penyampaian usulan 

Persekjen 

2. Siapkan dokumentasi 

dengan baik berupa 

video testimoni dari 

stakeholder utama, 

catatan, atau laporan 

singkat 
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13 
28 September 

2024 

Kemunduran jadwal 

kegiatan 
WhatsApp 

1. Kemunduran jadwal 

kegiatan dapat 

dimaklumi dengan 

alasan yang jelas 

2. Pastikan bahwa hasil 

akhir tetap maksimal 

walaupun terdapat 

perubahan dari rencana 

awal 

 

14. 2 Oktober 2024 

Konsultasi final hasil 

aktualisasi dan 

Laporan Minggu 4 

Tatap muka 

1. Siapkan presentasi 

yang mencakup detail 

pelaksanaan kegiatan, 

output, dan video 

testimoni 

2. Tambahkan nilai mata 

pelatihan Agenda III 

dalam pelaksanaan 

kegiatan 

3. Masukkan kode QR 

dan screenshot dari 

output ke dalam 

lampiran 
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Aktualisasi 

A. Pra-Aktualisasi 

  

Coaching penentuan isu dan gagasan pada 7 Agustus 2024 Konsultasi mentor terkait penyusunan Bab III pada 12 Agustus 2024 

  

Konsultasi gagasan dengan atasan di unit kerja pada 14 Agustus 2024 Konsultasi mentor Rancangan Aktualisasi pada 19 Agustus 2024 
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Survei Rancangan Aktualisasi untuk pengumpulan data isu tanggal 15 Agustus 2024 

Pranala Hasil Survei: https://docs.google.com/forms/d/1AleRD0uVywzwpSmODm_mUPMy-Lxw_xEGgGgIizoT8Vw/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1AleRD0uVywzwpSmODm_mUPMy-Lxw_xEGgGgIizoT8Vw/edit
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Catatan Penguji pada Seminar Rancangan Aktualisasi 

(Dok. Pusat Pengembangan Kompetensi)  
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B. Pelaksanaan Aktualisasi 

Kegiatan 1: Riset Pokok Materi dan Rujukan Tambahan (22 Agustus 2024—31 Agustus 2024) 

 

 

 

 
Catatan riset substansi pokok untuk dimasukkan ke dalam draf 

Persekjen 

Catatan riset pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI 

 
 

Panduan penyusunan Hansard Reports sebagai rujukan tambahan 
Diskusi materi riset dan tujuan Persekjen dengan Andrie Widianto 

(Perisalah Legislatif Ahli Muda) 
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Kegiatan 2: Konsultasi Materi Draf Persekjen (3 September 2024—13 September 2024) 

  

Konsultasi hasil riset dan rencana perumusan naskah dengan mentor 

pada 3 September 2024 

Konsultasi hasil riset dengan PL Ahli Muda dan PL Ahli Madya pada 

4 September 2024 

 
 

Konsultasi hasil riset dengan Kepala Bagian Risalah pada 5 

September 2024 

Konsultasi rencana aktualisasi dan hasil riset dengan Kepala Biro 

Persidangan I pada 6 September 2024 
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Konsultasi hasil riset dengan Nadya Sucianti (Perisalah Legislatif 

Ahli Pertama) pada 10 September 2024 

Konsultasi hasil riset dan penyampaian hasil kegiatan kedua dengan 

coach via WhatsApp pada 13 September 2024 
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Kegiatan 3: Perumusan Draf Persekjen (9 September 2024—17 September 2024) 

 

 

Tangkapan layar halaman pertama draf Persekjen Tangkapan layar batang tubuh draf Persekjen 

 
 

Tangkapan layar salah satu lampiran draf Persekjen 
Konsultasi akhir dengan Febrianto Wisnu (Perisalah Legislatif Ahli 

Madya) pada 17 September 2024 
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Kegiatan 4: Penyampaian Usulan dan Pembahasan (30 September 2024) 

  

Pemaparan gagasan aktualisasi dan proses penyusunan draf Persekjen  
Sesi penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen dengan 

pejabat Bagian Risalah 

 
 

Penyampaian pandangan dari Kepala Subbagian TU Risalah 
Penyampaian pandangan dari Siti Nur Endah (Perisalah Legislatif 

Ahli Madya) 
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Undangan sosialisasi penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen hasil aktualisasi pada 30 September 2024 
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Daftar hadir peserta penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen pada 30 September 2024 
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Laporan singkat hasil penyampaian usulan dan pembahasan draf Persekjen pada 30 September 2024  
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Kegiatan 5: Evaluasi dan Tindak Lanjut (30 September 2024) 

 

 

Kode QR video evaluasi dan testimoni dari Kepala Bagian Risalah Pembuatan video evaluasi dan testimoni dari Kepala Bagian Risalah 

 
 

Kode QR video evaluasi dari Oki Rusera Azhari (PL Ahli Muda) Pembuatan video evaluasi dari Oki Rusera Azhari (PL Ahli Muda) 
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Kode QR video penentuan tindak lanjut dari Febrianto Wisnu (PL 

Ahli Madya) 

Pembuatan video penentuan tindak lanjut dari Febrianto Wisnu (PL 

Ahli Madya) 
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C. Output Aktualiasi 

Hasil akhir draf Persekjen dalam aktualisasi ini dapat diakses secara lengkap melalui kode QR berikut: 
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114  



115  
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117  



118  



119  
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D. Laporan Mingguan Aktualisasi 

Laporan Minggu 1 
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Laporan Minggu 2 
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125  
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Laporan Minggu 3 
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Laporan Minggu 4 
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E. Bahan Tayang Seminar Laporan Aktualisasi 
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137  



138  



139  



140  



141  



142  



143  



144  

 


